




ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI 
PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 
TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING 












Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 
Fakultas Syariah dan Hukum 
Jurusan Hukum Publik Islam 









Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama : Dimas Ardham Gunawan 
NIM : C93216124 
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/ Hukum 
Pidana Islam 
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 
UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009 TENTANG 
PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING 
TRAWL DI KARANG TUMPUK CAMPUREJO, KEC. 
PANCENG, KAB. GRESIK) 
 
Menyatakan bahwasanya skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari 
penelitian dan karya saya sendiri, terkecuali bagian-bagian yang dirujuk oleh 
sumbernya. 
 
Surabaya,19 Februari 2020 






Dimas Ardham Gunawan 







Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN 
JARING TRAWL DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, 
KAB. GRESIK)” yang ditulis oleh Dimas Ardham Gunawan, NIM: C93216124 ini 























Skripsi yang ditulis oleh Dimas Ardham Gunawan NİM. C93216124 ini 
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakültas Syariah 
dan Hükum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 24 
Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan 
program sarjana strata satu dalam limu Syariah dan Hukum. 








Prof. DR. H.M. Ridlwan Nasir, MA Dr. H. Abd. Salam, Mag. 











Dr. Hj. Nu Aşiya Nadhifa, M.HI Siti Tatmainnul Qulub, M.Si. 
NP: 1975 04232003122001 NP: 198912292015032007 
Surabaya, 24 Maret 2020 
Mengesahkan, 
Fakültas Syariah dan Hükum 










UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 
PERPUSTAKAAN 





LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 
  KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS 
 
Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah 
ini, saya: 
Nama  :  DIMAS ARDHAM GUNAWAN 
NIM  : C93216124 
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA 
ISLAM 
E-mail address :  dimasardham1998@gmail.com 
 
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak   Bebas  Royalti  Non-Eksklusif  atas 
karya ilmiah : 
      Sekripsi             Tesis         Desertasi  Lain-lain (………………) 
yang berjudul :  
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI 
PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 TAHUN 2009  
 
TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN JARING TRAWL 
 
DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, KAB. GRESIK)  
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif 
ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-
media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), 
mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media 
lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya 
selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit 
yang bersangkutan. 
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan 
UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas 
pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini. 
 
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 
 
      Surabaya, 14 Agustus 2020 









































Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP 
IMPLEMENTASI PASAL 85 JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG NO.45 
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN (STUDI KASUS PEMAKAIAN 
JARING TRAWL DI KARANG TUMPUK – CAMPUREJO, KEC. PANCENG, 
KAB. GRESIK)” ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : 1). Bagaimana 
pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 juncto pasal 9 undang-
undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di karang tumpuk campurejo Gresik 
tersebut? 2). Bagaimana pertimbangan SATPOL AIR POLRES dalam perspektif 
hukum pidana islam terhadap pemakaian jaring trawl menurut pasal 85 juncto pasal 
9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di Karang Tumpuk 
Campurejo Gresik ?  
Pertama, Penelitiaan ini dilatarbelakangi ataupun dilandasi oleh suatu 
fenomena yang bahwasanya implementasi pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang 
nomer 45 tahun 2009 tentang perikanan dan larangan pemakaian jaring trawl. 
Fungsi dan tujuan dari implementasi undang-undang pasal 85 juncto pasal 9 nomer 
45 tahun 2009 adalah untuk meminimalisir terjadinya kerusakan alam dibawah laut 
sekaligus mencegah terjadinya kesenjangan sosial bagi para nelayan. 
Kedua, Ta’zir diartikan juga sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan 
dan tidak ditetapkan didalam al-Qur’an dan hadis untuk setiap kejahatan ataupun 
pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. Ta’zir 
merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena mempertimbangkan 
kebutuhan masyarakt dan perubahan kondisi sosial, sehingga mampu mewujudkan 
kemaslahatan umum secara maksimal kepada masyarakat. Menurut bahasa, ta’zir 
berarti larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Ta’zir 
adalah hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib 
dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang bukan termasuk hudud dan 
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A. Latar Belakang Masalah  
Dengan berkembangnya zaman ada sebuah fenomena yang mana disuatu 
wilayah telah terjadi penangkapan ikan memakai pukat harimau atau disebut 
dengan jaring trawl yang sangat berdampak negatif bagi ekosistem dibahwa laut 
itu dan sering menimbulkan problematika yang baru di suatu wilayah atau pada 
masyarakat setempat. Sehingga dapat merugikan warga yang menangkap ikan 
dengan jaring biasa bahkan berdampak sekali bagi ekosistem dibawah laut 
tersebut.  
Jaring trawl yang bisa disingkat dengan kata “trawl”,1 atau disebut 
dengan pukat harimau ini mulai digunakan dan difungsikan pada tahun 2000-an 
oleh para nelayan di wilayah kec, panceng menurut petugas SATPOLAIRUD 
Gresik, jaring trawl sangatlah efektif dalam hal untuk penangkapan ikan di laut 
akan tetapi dengan menggunakan cara itu bisa menyebabkan mengurangi jenis-
jenis biota laut itu sendiri. 
Kata warga sekitar di wilayah karang tumpuk campurjeo Kec. 
PancengKab. Gresik rata-rata para nelayan menggunakan jaring sejenis payang 
ataudisebut juga dengan jaring trawl menurut dia rata-rata nelayan di wilayah 
tersebut seluruhnya memakai payang maupun dikatakan dengan jaring trawl, 
kata warga tersebut menggunakan payang maupun jaring trawl sangatlah cepat 
                                                 
1 Sudirman Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal: 188.    
 



































dan efektif serta mendapatkan hasil penangkapan ikan yang sangat banyak  dan 
sangatlah memuaskan2. 
Akan tetapi menurut warga sekitar dengan mencari/menangkap ikan 
dengan menggunakan jaring jenis payang maupun jaring trawl itu bisa 
mengakibatkan kerusakan serta merugikan dampak ekosistem ataupun jenis-
jenis keanekaragaman biota di dalam laut itu sendiri. 
Sebagaimana dalam definisi jaring trawl itu biasa juga disebut dengan 
kata pukat harimau. Di Indonesia sendiri pada tahun tujuh puluhan alat ini 
sungguh memberikan ke efektifan yang sangat berpengaruh dalam  peningkatan 
memproduksi perikanan laut khususnya udang, namun berbagai segala kontruksi 
bisa berdampak negatif yang memunculkan terutama terhadap kelestarian 
sumber daya ikan (SDI) serta pencaharian nelayan tradisional sehingga 
berdasarkan peraturan-peraturan yang telah diatur dengan sedemikian rupa oleh 
para petinggi negeri ini. 
Maka penangkapan ikan dengan trawl di Indonesia tidak diperbolehkan, 
sejak saat itulah trawl boleh di operasikan sama kapalkapal peneliti. Dengan 
melakukan modifikasi pada kantong, trawl dapat difungsikan dibeberapa 
perairan seperti laut Arafuru, khsusnya untuk pencarian udang, yang dikenal 
dengan nama trawl udang.3 
Selanjutnya kata trawl itu sendiri berasal dari bahasa perancis troler dan 
kata trailing adalah dalam kalimat bahasa Inggris, mempunyai arti yang 
                                                 
2https://www.kaskus.co.id/thread/516054040a75b41477000007/pukat-harimau-dan-
efeknyaterhadap-kelestarian-laut 
3 Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal: 187.    
 



































bersamaan, dapat diartikan ke dalam kalimat bahasa Indonesia dengan kata 
“tarik” maupun “mengelilingi” seraya menarik”. 
Ada yang mengartikan “trawl” dengan “jaring tarik”,  akan tetapi karena 
hampir seluruh jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik maupun 
ditarik. Dengan begitu untuk tidak membingungkan, sebelum ada ketentuan 
resmi mengenai penyebutan dari yang berwenang dalam uraian selanjutnya kita 
gunakan kata “trawl” saja. 
Menurut Ayodhyoa (1981) telah mengemukakan yang bahwasanya dari 
kata “trawl” lahir kata “trawling” yang berarti kerja menggunakan 
pengoperasian penangkapan ikan dengan trawl, dan kata “trawler” yang berarti 
kapal yang melakukan trawling. 
Umumnya jaring terdiri dari kantong (codend) yang berbentukempat 
persegi maupun kerucut, dua lembar sayap (wing), yangdihubungkan dengan tali 
penarik (warp), jaring ini ditarik horizontal di dalam air, karena 
mendapat/menerima tahanan dari dalam air mulut jaring terbuka, dalam keadaan 
ini diusahakan agar tetap terpelihara selama operasi dilaksanakan, ke dalam 
mulut jaring yang dibatasi oleh head rope dan ground rope ini diharapkan agar 
ikan-ikan akan tertangkap.4 Dengan demikian berarti jaring bergerak efektif, 
mengusahakan (dengan ditarik) agar ikan-ikan masuk ke dalam mulutnya. 
Untuk bentuk ukuran pukat harimau atau jaring trawl itu sendiri sejenis 
jaring yang besar dan panjang serta dengan ukuran lubang jalanya sangat kecil 
jika dibandingkan dengan jaring nelayan yang tradisional. Jaring trawl sekarang 
                                                 
4 Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal: 190.   
 



































bisa menjadikan masalah dalam penangkapan ataupun pencarian ikan tersebut 
dikarenakan dampaknya pada lingkungan sungguh sangatlah mengenaskan dan 
mengironiskan bagi jenis-jenis biota laut yang berada di dalamnya itu. 
Dalam cara menanggulangi permasalahan illegal fishing atau 
penangkapan ikan yang tidak diperbolehkan pemerintah negeri ini, ada beberapa 
hal yang sanagtlah peerlu dilaksanakan antara lain:5 
1. Bersosialisasi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan 
penangkapan yang termasuk kategori illegal fishing. 
2. Penertiban izin oleh instansi terkait. Menyelenggarakan gelar operasi 
pengawasan bersama antara Dinas Perikanan dan kelautan, TNI AL, 
SATPOL AIR POLDA dan Pemda. 
3. Pemberdayaan masyarakat dan kelompok nelayan dalam melakukan 
pengawasan dan pengendalian sumber daya perairan. 
4. Menghadirkan unsur TNI AL di daerah Secara runtut kata Darmawan (2005) 
telah mengemukakan beberapa tahapan aksi umum yang harus dilaksanakan 
dalam rangka penaggulangan illegal fishing adalah sebagai berikut.6 
a. Evaluasi peraturan dan perundangan pengelolaan sumber daya perikanan  
Langkah-langkah yang dibutuhkan:7 
1) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan operasional dari berbagai jenis 
perahu atau kapal penangkap ikan nasional maupun asing yang terkait 
dengan IUU Fishing. 
                                                 
5 Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013),hal.232  
6 Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal.233  
7Ibid.,232.  
 



































2) Mengkaji hukum dan peraturan pengelolaan sumber daya perikanan 
untuk melihat adanya kekosongan hukum. 
3) Menetapkan, mengeluarkan dan apabila perlu mengganti produkproduk 
hukum yang diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan. 
b. Mengkaji dari berbagai konvensi internasional dan keberadaan regional 
maupun subregional forum pengelolaaan sumber daya ikan. Langkah-
langkah yang dibutuhkan:8 
1) Menyusun kajian dan analisis terhadap berbagai aspek konvensi 
intenasional berdasarkan prinsip manfaat dan kerugian secara nasional 
baik apabila Indonesia memilih untuk meratifikasi ataupun tidak 
meratifikasinya. 
2) Menyusun kajian dan analisis terhadap berbagai keanggotaan di forum-
forum regional yang memiliki mandat pengelolaan sumber daya 
perikanan, berdasarkan prinsip manfaat dan kerugian secara nasional, 
baik apabila Indonesia memilih untuk menjadi anggota ataupun tidak 
menjadi anggota.         
c. Menjalin kerja sama bilateral dengan negara-negara yang berbatasan 
dengan wilayah maritim dalam pengoperasian kapal ikan. Langkah-
langkah yang diperlukan:9 
1) Menginvestigasi keberadaan armada perikanan negara tetangga yang 
diindikasikan yang sering memasuki wilayah RI secara tidak sah. 







































Implementasinya sama pemerintah dilakukan dalm bentuk kegiatan 
gelar operasi bersama. 
2) Melakukan penegakan hukum yang sangat tegas terhadap kapalkapal 
ikan asing yang tertangkap memasuki wilayah RI. 
3) Menawarkan kerja sama pengoperasian kapal ikan.  
d. Meningkatkan upaya pemantauan, pengendalian dan pengawasan di laut. 
Langkah-langkah yang diperlukan:10 
1) Mengkaji tingkat kapasitas dan kapabilitas sember daya manusia dan 
peralatan yang terkait dengan tugas-tugas MCS. 
2) Menyusun strategi pelaksanaan MCS yang tepat dengan tingkat 
kemampuan negara dan personel yang berada saat ini. 
3) Menetapkan prosedur kerja standar mengenai pelaksanaan MCS dan 
keterkaitannya dengan penegakan hukum apabila diperlukan. 
4) Mengembangkan kerja sama dengan stakeholders lainnya dalam 
pelaksanaan MCS di daerah-daerah penangkapan ikan. 
5) Menyempurnakan sistem penandaan kapal atau alat tangkap yang 
beroperasi di laut. 
6) Penyusunan berbasis data yang akurat bekerja sama dengan bagian 
perizinan.  
e. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut. 
Langkah-langkah yang dibutuhkan:11 
                                                 
10Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal234.   
11Ibid.,234.  
 



































1) Meninjau dan menata kembali dasar hukum yang dikeluarkan oleh 
berbagai instansi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 
penegakan hukum di laut. 
2) Menetapkan kerja sama dan sinkronisasi operasi penegakan hukum di 
antara berbagai instansi yang saat ini memiliki tupoksi yang serupa. 
3) Menetapkan prosedur kerja standar dalam mengakkan hukum di laut 
yang sesuai dengan hukum acara pidana maupun perdata yang berlaku 
di Indonesia. 
4) Menyiapkan sarana dan prasarana operasional yang memadai. 
5) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penegak hukum di laut.  
Menurut undang-undang nomer 45 tahun 2009 tentang perubahan atas 
undang-undang nomer 31 tahun 2004 pasal 85 juncto pasal 9 yang dimana di 
pasal tersebut telah menjelaskan yang bahwasanya “setiap orang dilarang 
memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak 
keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah 
pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 85 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.12 
Mengenai unsur hukumnya untuk para pelaku yang menangkap ikan 
menggunakan jaring trawl itu menurut petugas SATPOLAIRUD Gresik 
                                                 
12Marhaeni Ria Siamba,Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2010),148.      
 



































hanya melakukan penangkapan saja untuk para pelaku pencari ikan yang 
menggunakan jaring sejenis trawl tersebut, untuk penindakan lebih 
selanjutnya SATPOLAIRUD melimpahkan kembali kepada Dinas Perikanan 
Gresik yang lebih berwenang dalam melaksanakan tugas permasalahan ini. 
Di dalam hukum islam tindak pidana diartikan sebagai 
perbuatanperbuatan yang dilarang oleh syarat dan akan diancam sama Allah 
SWT karena perusakan lingkungan sekitar yang berdampak dan merugikan 
dengan lainnya. Untuk permasalahan ini yang benar serta penjatuhan hukum 
islamnya yaitu diyat Mukhaffafah dikarenakan telah merugikan ekonomi dan 
sosial serta gangguan keseimbangan dalam ekologi manusia. 
Selanjutnya di dalam QS. Ar-Rum Ayat 41-42: 
َا َكَسَبْت َأْيديي النَّاسي ليُيذييَقُهْم بَ ْعَض الَّذيي  َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبري َواْلَبْحري ِبي
ُعون ُلوا َلَعلَُّهْم يَ ْرجي   َعمي
 
ْن قَ ْبُل ۚ َكاَن َأْكثَ ُرُهْم ُمْشريكينَي۝ ريُوا ِفي اْْلَْرضي فَاْنظُُروا َكْيَف َكاَن َعاقيَبُة الَّذييَن مي   ُقْل سي
 
Selanjutnya di dalam QS. Al  A’ raf Ayat 56 – 58: 
                                                 
13 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 647.  
Artinya: ” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar)”(QS. Ar-Rum41). 
Artinya: Katakanlah (Muhammad), “ Bepergianlah di bumi lalu lihatlah 
bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari 
mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (QS. 
Ar-Rum42).13 
 



































ّري َقريي م مريَن  َها َواْدُعوُ  َوْوفاو َوَمَمعاو صينَّ َرَْمََت ا َهي ُدوْا ِفي اْلَ ْرضي بَ ْعَد صيْل َوالَ تُ ْفسي
نَ َيَديْ َرَْمَتيهيَحتَّىإيَذاَأقَ لَّْتَسَحاابوثيَقاالوُسْقَناُهليبَ َلٍدمَّيريٍتَفأَ نَزْلنَ  لرريََيَهُبْشراوبَ ي ْ َُ نيني۝َوُهَوالَّذييرُيْسي اْلُمْحسي
ُُ نَ َبات ُُُ  ُْر ََ لثََّمَراتيَكَذليَكُنْخريُجاْلمْوتَىَلَعلَُّكْمَتذَكَُّرون۝وَ اْلبَ َلُد الََّّيريُ   َري اِبيياْلَماءفََأوْ َرْجَناِبييمينُك
ُُ صيالَّ َنكيداو َكَذليَك ُنَصرريُف اآلََيتي ليَقْوٍم َيْشُكُرون۝ ُْر ََ  ِبييْذني رَبري ُي َوالَّذيي َوُبَث الَ 
 
Jadi menurut dari ayat tersebut merusak lingkungan laut karena 
penyebabnya dari ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab 
dengan semuanya ini, maka supaya Allah bisa merasakan terhadap mereka-





                                                 
14 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 230.  
15 Ibid., hal 230 
Artinya: "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah  
(diciptakan) dengan baik. Berdo’alah kepada-Nya dengan rasa 
takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 
kepada orang yang berbuat kebaikan. (QS. Al  A’ raf56). 
Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai membawa berita 
gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila 
angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu 
daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka 
kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam 
buahbuahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang 
yang telah mati, mudahmudahan kamu mengambil pelajaran. 
(QS. Al  A’ raf 57). 
Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan 
izin Tuhan, dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh 
merana. Demikianlah Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-
tanda (kebesaran Kami) bagi orang-orang yang bersyukur." (QS. 
Al  A’ raf 58).14 
 



































B. Identifikasi dan Batasan masalah 
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka peneliti mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut: 
a. Di Indonesia telah terjadi penangkapan ikan maupun pencarian ikan 
dengan memakai jaring trawl (pukat harimau) bisa mengandung unsur 
perusakan ekosistem biota dibawah laut dan merugikan masyarakat yang 
lainnya. 
b. Kurang rasa kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri akan adanya 
penegakan hukum tentang perikanan.   
c. Para nelayan di karang tumpuk campurejo Gresik tersebut masih 
menggunakan alat jaring trawl atau disebut dengan pukat harimau yang 
padahal benar-benar telah dilarang akan tetapi sama warga pencarian ikan 
masih digunakan. Padahal dari pihak yang berwenang sudah dikasih solusi 
yang terbaik untuk selain mencari ikan dengan jaring trawl (pukat 
harimau) akan tetapi masih tetap sama dan tetap melanggarnya.   
d. Deskripsi tentang pengimplementasian undang-undang tentang perikanan 
dari pasal ke pasal.16 
e. Tindak pidana terhadap nelayan yang masih memakai alat penangkap ikan 
dengan jaring sejenis trawl atau disebut dengan pukat harimau. 
f. Mengimplementasikan konsekensi hukum berdasarkan undang-
undangyang telah berlaku ataupun sesuai dengan syariat hukum islam. 
                                                 
16Sudirman, Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), hal.230  
 



































Dari beberapa permasalahan yang terdapat dalam identifikasi masalah, 
maka penulis menganggap perlunya batasan masalah supaya dalam 
penelitian ini tidak melebar dari pokok pembahasan tersebut. Dengan 
demikian penulis membatasi permasalahan tersebut menjadi: (a) Deskripsi 
tentang pengimplementasian yang berhubungan dengan undangundang 
tentang perikanan dari pasal ke pasal.17 (b) Pengimplementasian undang-
undang tentang perikanan terhadap nelayan yang masih menggunakan alat 
penangkap ikan dengan jaring sejenis trawl atau pukat harimau. 
2. Batasan Masalah 
Berdasarkan idetifasikasi masalah tersebut, maka peneliti 
memberikan batas analisis pada batasan masalah sebagai berikut ini:  
a. Tindak pidana pemakaian alat penangkap ikan dengan jaring sejenis trawl 
atau disebut dengan pukat harimau. .  
b. Analisis pengimplementasian hukum positif dan hukum pidana islam 
terhadap pemakaian jarring trawl atau pukat harimau.     
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana hukum pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 
juncto pasal 9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan yang 
masih dilaksanakan di karang tumpuk campurejo Gresik? 
                                                 
17Ibid.,230. 
 



































2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap pemakaian jaring trawl 
(pukat harimau) menurut pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang no.45 tahun 
2009 tentang perikanan di karang tumpuk campurejo Gresik? 
 
D. Kajian Pustaka 
Penulis maupun peneliti sudah mencari serta membaca dari beberapa 
literatur yang berkaitan dengan judul analisis hukum pidana islam terhadap 
implementasi pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang perikanan (studi kasus 
pemakaian jarring trawl di Gresik Jawa Timur. 18 Maka dari itu penulis atau 
peneliti belum menemui sama sekali karya ilmiah yang serupa dengan penelitian 
ini.  
Memang permasalahan kali ini dari penulis yang akan diangkat dalam 
skripsi ini bukanlah permasalahan yang baru, oleh karenanya penulis 
mencantumkan beberapa skripsi terdahulu untuk membuktikan bahwa skripsi 
kali ini bukan hasil dari duplikasi. Sejauh penelitian penulis ada beberapa judul 
skripsi yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi penulis yaitu :  
1. Jurnal ditulis oleh Arisandi, Mahasiswa dari Universitas Airlangga Surabaya, 
dengan judul “ Inkonsistensi Kebijakan Penggunaan Jaring Trawl (Studi 
Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh Nelayan Wilayah Perairan Gresik). 
Pada jurnal ini sama-sama membahas mengenai penggunaan jaring trawl, 
akan tetapi pada jurnal ini hanya membahas mengenai inkonsistensi 
                                                 
18https://www.referensimakalah.com/2012/08/pengertian-dan-tujuan-kajian-pustaka.html 
 



































kebijakan penggunaan jaring trawl di wlayah Gresik saja dan tidak sampai ke 
pengimplementasian pasal ke pasal didalam undang-undang.19  
2. Jurnal ditulis oleh H. Riyanda Elsera Yozani, Mahasiswa dari Universitas 
Riau, dengan judul “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku 
Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Di Wilayah 
Pesisir Kabupaten Bengkalis. Pada jurnal ini sama-sama membahas mengenai 
Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) saja akan 
tetapi tidak ke pengimplementasian pasal ke pasal didalam undang-undang.20  
 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, maka skripsi ini 
bertujuan untuk.  Dengan demikian tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:21 
1. Mengetahui pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 juncto 
pasal 9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di karang tumpuk 
campurejo Gresik tersebut? 
2. Mengetahui pertimbangan polisi dalam perspektif hukum pidana islam 
terhadap pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 juncto 
pasal 9 undang-undang no.45 tahun 2009 tentang perikanan di karang tumpuk 
campurejo Gresik ? 
 
                                                 
19 Arisandi, “Inkonsistensi Kebijakan Jaring Trawl (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Oleh 
Nelayan Wilayah Perairan Gresik” (Jurnal--, Universitas Airlangga Surabaya).    
20 H. Riyanda Elsera Yozani, “Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Penangkapan 
Ikan Dengan Menggunakan Pukat Harimau (Trawl) Di Wilayah Pesisir Kabupaten 
Bengkalis”(Jurnal--, Universitas Riau).     
21https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html 
 



































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Diadakannya dalam suatu penelitian diharapkan mampu memberikan 
segala sesuatu dapat digunakan baik dalam kegunaan teoritis maupun kegunaan 
praktis yang lainnya sebagai berikut ini. Namun juga dapat bermanfaat untuk 
semua pihak yang membaca. Dengan itu kemanfaatan yang di dapatkan dari 
penelitian ini yaitu sebagai berikut:22 
1. Aspek teoritis (keilmuan) Hasil dari peneltian kali ini di dapatkan bisa 
menambah cakrawala keilmuan dan pengetahuan tentang ilmu hukum, 
khususnya mengenai penangkapan ikan dengan menggunakan jaring sejenis 
trawl menurut Hukum Pidana Islam maupun Hukum Positif. 
2. Aspek praktis (terapan) Hasil penelitian ini di dapatkan bisa memberikan 
suatu masukan kepada semua aparat penegak hukum baik polisi, jaksa, 
maupun hakim untuk menerapkan Undang-undang tentang perikanan dan 
peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. 
 
G. Definisi Operasional 
Sebagaimana agar bisa mempermudah para pembaca serta lebih 
memahami beberapa kalimat yang jarang didengar oleh telinga pembaca dan 
supaya tidak terjadi multitafsir, serta suatu karakteristik yang bisa diobservasi 
dari apa yang sedang didefinisikan maka dengan itu penulis akan menjelaskan 
kepada pembaca sebagai berikut:23 







































1. Hukum Pidana Islam : adalah hukum yang mengatur mengenai perbuatan-
perbuatan yang mana tidak dibolehkan untuk memperlakukan apabila 
dilanggar akan mendapatkan sanksi menurut hukum islam yang berdasarkan 
firman Allah Swt dan Hadits Rasul. Dalam kasus penggunaan jaring trawl ini 
dihukumi secara jarimah ta’zir. Dikarenakan dia merugikan banyak orang 
ataupun nelayan yang masih memakai jaring tradisional dan merusak 
ekosistem di bawah laut itu sendiri. 
2. Implementasi undang-undang nomer 45 tahun 2009 dari pasal 85 juncto pasal 
9 tentang perikanan adalah: suatu pengimplementasian dari undang-undang 
tentang perikanan pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 
2009 tetang perikanan yang telah diatur untuk penetapan hukum mengenai 
pemakaian alat penangkap ikan dengan jaring trawl maupun bisa disebut 
dengan pukat harimau tersebut. Pada pasal 85 juncto pasal 9 undang-undang 
nomer 45 tahun 2009 yaitu berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja 
memiliki, menguasai, membawa dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang 
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal 
penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 
2.000.000.000,00(dua miliar rupiah).     
3. Yang dimaksud pemakaian jaring trawl (pukat harimau) adalah: suatu alat 
jebakan maupun perangkap ikan yang digunakan oleh nelayan setempat akan 
 



































tetapi alat tangkap tersebut telah dilarang oleh sebuah peraturan-peraturan 
yang sudah ditetapkan dari pejabat petinggi negara.     
 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jadi metode penelitian adalah tahapan-tahapan yang digunakan untuk 
penulis dalam hubungan antara peneliti dengan subjek peneliti dan 
memberikan informasi supaya bisa mendapatkan sumber data maupun 
wawancara penelitian secara terbuka dan terstruktur bahkan juga agar bisa 
mendapatkan hasil catatan lapangan lebih baik.24Skripsi kali ini 
menggunakan jenis penelitian yang kualitatif dikarenakan lebih 
menggunakan sumber data dilapangan dan wawancara secara terbuka dan 
hasil catatan lapangan lebih memuaskan. 
2. Data yang Dikumpulkan 
Berdasarkan jenis penelitian empiris berupa penelitian lapangan, 
maka data yang dikumpulkan ialah data primer data sekunder tentang unsur 
penangkapan ikan dengan memakai jaring trawl maupun disebut pukat 
harimau disertai undang-undang yang mengatur pemakaian jaring trawl 
ataupu pukat harimau. Sumber data tersebut yang nantinya akan dianalisa 
dengan unsur pemakaian alat tangkap ikan didalam hukum pidana islam dan 
hukum positif.  
                                                 
24H. Afifudin, M.M., METODOLOHI PENELITIAN KUALITATIF, Cet. Ke-2 (Bandung: CV. 
PUSTAKA SETIA, April 2012),hal 88.   
 



































3. Sumber Data 
Peneliti akan menggunakan dua sumber data dalam penelitian kali ini, 
yaitu diantarannya sebagai berikut:      
a. Sumber data primer  
Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari 
sumbernya secara langsung dengan cara interview, observasi dan 
dokumentasi. Pada data primer kali ini bahannya dari wawancara kepada: 
1) Nelayan di Desa Campurejo 
2) Dinas Perikanan Gresik 
3) SATPOL AIR POLRES Gresik 
4) Dan SATPOL AIR POLRES Bangkalan, yang kesemuanya ini 
bertujuan untuk mendapatkan data objektif baik secara visual maupun 
verbal.25  
b. Sumber data sekunder 
Data sekunder ialah berupa semua sumber data dari peraturan 
perundang-undangan yang akan menjadi pendukung data primer 
tersebut,26 dengan itu penulis mengambil sebagian sumber data sekunder 
berupa: 
1) Buku-buku yang membahas penggunaan maupun ukuran alat 
penangkap ikan yang dilarang di dalam undang-undang. 
                                                 
25Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. A’an Efendi, S.H., M.H. (Jakarta: Sinar Grafika 
Offset,2014),hal 53.  
26Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. A’an Efendi, S.H., M.H. (Jakarta: Sinar Grafika 
Offset,2014),hal 88.  
 



































2) Buku-buku yang membahas tentang penanggulangan menangkap ikan 
yang dilarang. 
3) Observasi dengan warga campurejo secara terbuka dan terstruktur. 
4) Artikel dan media massa yang telah menunjukkan betapa para nelayan 
melakukan pengkapan ikan menggunakan jaring sejenis trawl atau 
pukat harimau telah terjadi. 
4. Teknik pengumpulan data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut 
digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu proses tanya jawab dengan maksud untuk 
menjelaskan mengenai orang, kegiatan organisasi dan sebagainya yang 
dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dengan orang yang 
diwawancarainya. Penulis kali ini telah melakukan suatu wawancara 
dengan petugas SATPOLAIRUD Gresik untuk pengetahuan dan 
pemahaman apa betul sudah terjadi penangkapan ikan menggunakan 
jaring sejenis trawl yang telah dilakukan oleh nelayan setempat. 
b. Observasi 
Observasi merupakan pengamatan serta pencatatan secara 
terstruktur dengan fenomena yang sudah di teliti. Dalam penelitian 
tersebut demi mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan 
pengamatan maupun penelitian di lapangan terhadap penerapan pasal 85 
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan, terhadap 
 



































kasus pengunaan alat penangkap ikan yang benar-benar dilarang akan 
tetapi oleh nelayang tersebut tetap dipakai dan difungsikan.27 
c. Pustaka 
Pustaka merupakan teknik pengumpulan sumber-sumber data 
dengan cara membaca, memahami, dan mencatat hal-hal ada terkaitannya 
dengan penelitian ini yang bersumber dari buku-buku, maupun journal 
yang memiliki keterkaitannya terhadap penelitian penulis. 
5. Teknik pengolahan data 
Sumber data yang penulis dapatkan dari berbagai macam maupun 
jenis kemudian dirangkai sebagai berikut :28 
a. Editing, yaitu memeriksa kembali sumber data dengan tepat tentang 
kelengkapan sumber data serta hal yang perlu diteliti lagi dari data yang 
telah ditetapkan menurut hasil observasi dan penelitian lapangan sehingga 
pertanyaan dalam rumusan masalah kali ini bisa terjawab. 
b. Organizing, yaitu menyusun data yang sudah penulis dapatkan dalam 
suatu kerangka penjelasan untuk melengkapi seluruh data analisis 
penggunaan alat tangkap jaring trawl yang telah dilakukan oleh nelayan. 
c. Analyzing, yaitu pemberian analisis penggunaan alat penangkapan ikan 
dengan jaring trawl dalam implementasi undang-undang dari pasal ke 
pasal. 
6. Teknik analisis data 
                                                 
27Ibid., 148.  
28Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007), hal 155.  
 



































Teknik yang digunakan penulis dalam menganalisis data dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan 
empiris. Sedangkan kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam 
penelitian hukum. 
a. Deskriptif kualitatif 
Deskriptif sendiri adalah metode penelitian dengan pemaparan dan 
bertujuan untuk memperoleh gambaran suatu subjek penelitian sesuai 
dengan apa adanya.29 Sedangkan kualitatif adalah suatu upaya yang 
sistematis dalam penelitian hukum.30 Sedanngkan itu untuk cara 
penyampaiannya dengan 8 data secara konkret, aktual, dan tepat tentang 
fakta yang sudah terjadi di lapangan dan dijelaskan dalam bentuk tertulis 
bukan dalam bentuk angka.  
b. Empiris 
Empiris ialah suatu pengonsepan sebagai perilaku nyata dalam 
kegiatan untuk mengkaji penelitian didalam hukum yang berlaku, serta apa 





                                                 
29Abdulkadir Muhammad, HUKUM dan PENELITIAN HUKUM (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004), hal 50.  
30Ibid, hal 13.  
31Abdulkadir Muhammad, HUKUM dan PENELITIAN HUKUM (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2004), hal 54.  
 



































I. Sistematika Pembahasan 
Supaya mempermudah mengulas kembali sebuah penelitian serta untuk 
penulis dan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini. Dengan itu karya ini 
menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama yang membahas tentang pendahuluan yang memuat latar 
belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode 
penelitian, dan sistematika pembahasan.32 
Selanjutnya untuk sub bab yang kedua yaitu membahas tentang analisis 
hukum pidana islam terhadap penggunaan alat penangkap ikan disebut juga 
jaring trawl. Dalam sub bab kali ini penulis akan menjelaskan tentang unsur 
hukum penggunaan alat penangkap ikan yang disebut dengan jaring trawl, dasar 
hukum penggunaan alat penangkap ikan secara terlarang, dan hubungan 
penggunaan jaring trawl dalam hukum pidana islam. 
Sedangkan untuk sub bab yang ketiga yaitu membahas deskripsi 
penggunaan alat penangkap ikan disebut juga dengan jaring trawl menurut dalam 
undang-undang nomer. 45 tahun 2009. 
Dalam sub bab kali ini penulis akan membahas tentang praktik 
pelarangan penggunaan mata jaring trawl atau disebut dengan pukat harimau 
yang tidak sesuai dengan aturannya, isi dari kandungan undangundang perikanan 
                                                 
32https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-resensi/ 
 



































pasal 85 JO pasal 9, beserta penerapannya dalam  kasus penggunaan jaring trawl 
yang sesuai dengan fakta dan data penulis peroleh dari lapangan.33 
Bab keampat berisi tentang analisis terhadap implementasi pasal 85 
juncto pasal 9 undang-undang nomer.45 tahun 2009 tentang perikanan. Dengan 
begitu untuk sub bab kelima penutup, berisi kesimpulan dan saran. Disini penulis 
akan memberikan jawaban dari pokok permasalahan dan solusi 
penyelesaiannya. 
 
                                                 
33Marhaeni Ria Siamba, SH, Msi, HUKUM PERIKANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 180.  
 




































JARIMAH TA’ZIR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 
 
A. Tindak Pidana Dalam Islam 
1. Pengertian Hukum Pidana Islam/ Jarimah 
Dalam hukum pidana islam istilah dari tindak pidana disebut dengan 
jarimah ataupun jinayah.  Jarimah menurut etimologis atau bahasa berati 
menolak maupun mencegah. Hukuman tersebut bertujuan untuk 
mencegahyang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan 
menimbulkan kejeraan kepada pelaku. Dalam fiqh jinayah, pengertian ta’zir 
adalah bentuk sebuah hukuman yang tidak disebutkan ketentua dari kadar 
hukumannya oleh syara’ dan penentuan hukumnya.34 
Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan 
denan pelanggaran terhadap hak Alldan hak hamba yang dajk ditentukan Al-
Qur’an dan hadits. Ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku 
sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya serupa. Ulama 
lain mengatakan bahwa ta’zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat 
yang tidak dihukum dengan hukuman hadd ataupun kafarat. 
Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah ta’zir adalah sebagai 
berikut:35 
                                                 
34 Mustofa Hasan, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. Hukum Pidana Islam Fiqh 
Jinayah(Bandung:Pustaka Setia, 2013), Hal 593.     
35Mustofa Hasan, M.Ag. Drs. Beni Ahmad Saebani, M.Si. HUKUM PIDANA ISLAM FIQH 
JINAYAH(Bandung:Pustaka Setia, 2013), Hal 594.  
 



































a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud 
dan qisas diyat. Yang artinya, setiap jarimah ta’zir tidak memerlukan 
ketentuan khusus, dikarenakan nash hukumnya tidak ada, samar, ataupun 
diperdebatkan. 
b. Bentuk dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan. 
c. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim. 
d. Jenis sanksinya bervariasi. 
Prinsip penjatuhan ta’zir menjadi wewenang penuh ulil amri, baik 
bentuk maupun jenis hukumnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk 
menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban umum ataupun 
kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban 
umum ataupun kepentingan umum bersifat relatif sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangannya. 
Jarimah ta’zir terbagi menjadi dua (2) macam, yaitu sebagaimana 
berikut ini:36 
a. Jarimah ta’zir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah 
demi kepentingan kemaslahatan. 
b. Jarimah ta’zir yang ditentukan syara’, yaitu yang sudah dianggap jarimah 
dari dulu diturunkannya syari’at Islam sehingga akhir zaman.             
Jarimah menurut terminologi umum dalam hukum islam memiliki arti 
tentang beberapa perbuatan yang telah dilarang oleh syara’, termasuk hal-hal 
yang sudah ditentukan hukumannya (konsekuensi) dari Tuhan, baik dalam 
                                                 
36 Ibid., 594.  
 



































bentuk hukuman/ sanksi yang sudah jelas ketentuannya ataupun sanksi yang 
belum ditetapkan kejelasannya oleh Tuhan. Dalam hal ini ketentuan yang 
belum ditetapkan Tuhan di istilahkan sebagai Ta’zir. 
Lain halnya pengertian jarimah menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  (KBBI), terdiri atas suku kata Ja-ri-mah yang diartikan sebuah 
tindak kejahatan seperti, mencuri (sariqah), khamr (minuman keras, obat-
obatan terlarang), diartikan pula sebagai tindak pidana. Untuk arti lainnya 
dalam KBBI disebutkan sebagai kejahatan yang dilarang oleh syariat agama 
islam dengan suatu ancaman Hudud atau Ta’zir. 
Dalam pandangan lain istilah Jarimah sering dibahas di konteks umum 
maupun kajian-kajian yang telah dilakukan oleh mahasiswa kurang lebihnya 
mengarah pada pengertian pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama 
baik pelanggaran tersebut memiliki akibat hukuman yang bersifat duniawi 
ataupun ukhrowi.37 
Namun dengan hal itu menurut Imam Al-Mawardi, Jarimah adalah: 
suatu perbuatan yang dilarang oleh syara’ dan mengakibatkan hukuman Hadd 
maupun Ta’zir. 
Dalam perkembangannya, hukum positif memiliki porsi tersendiri 
untuk memberikan pengertian istilah Jarimah tersebut. Yang diunggah oleh 
Mr. Tresna yaitu rangkaian perbuatan manusia yang sudah bertentangan 
dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap 
perbuatan maka dikenakan hukuman. Oleh karena itu suatu tindak pidana 
                                                 
37 Muslich, Ahmad Wardi. HUKUM PIDANA ISLAM (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Hal 48.  
 



































postif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik, yang oleh orang-orang 
Belanda terdahulu diistilahkan dengan “strafbaar feit”. Sedangkan istilah ini 
terdiri dari 3 (tiga) kata, yaitu staar adalah pidana dan hukuman, baar adalah 
dapat dan boleh, sedangkan feit adalah tindak, peristiwa, pelanggaran dan 
pembuktian. 
Pembahasan lain yang sering digunakan sebagai padanan istilah 
Jarimah ialah kata Jinayah. Hanya saja, dikalangan para ahli ilmu fiqh istilah 
Jarimah lebih mengarah pada semua pelanggaran-pelanggaran  terhadap 
perbuatan yang dilatrang oleh syara’ baik mengenai jiwa maupun lainnya. 
Sedangkan istilah Jinayah pada umumnya dipergunakan untuk 
mengistilahkan tentang perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa ataupun 
anggota badan seperti halnya melukai tubuh maupun anggota badan tertentu 
bahkan pembunuhan.38 
Dari beberapa pengertian Jarimah yang sudah kami sampaikan, Imam 
Hanafi turut memberikan pengertian juga tentang Jarimah tersebut. Beliau 
mengartikan Jarimah sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam sama 
Allah dengan hukuman Hadd ataupun Ta’zir. Konteks ini menggambarkan 
tentang perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 
diperintahkan. 
2. Unsur-unsur Jarimah 
Dalam pembahasan mengenai Jarimah tidak lepas dengan 
penggolongan yang mengidentifikasi mengenai unsur-unsur Jarimah. Oleh 
                                                 
38 Ibid.,48.  
 



































karena itu perilaku atau tindakan bisa dianggap sebagai Jarimah (tindak 
pidana/ delik) jika unsur-unsur yang mewakilinya sudah terpenuhi. 
Unsur-unsur tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur umum dan 
unsur khusus.39 
a. Unsur Umum 
Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Dalam hal ini 
dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 
1) Unsur Formal 
Yang dimaksud dengan unsur formal adalah adanya undang-
undang tentang tindak pidana yang ditentukan oleh nass dengan 
melarang perbuatan tertentu sekaligus mengancamnya dengan 
hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum 
dan pelakunya tidak dapat dipidana terkecuali sudah adanya ketetapan 
undang-undang yang mengaturnya ataupun nass, yang dalam hukum 
positif hal ini sangat familiar dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu 
perbuatan tidak bisa dianggap melawan hukum dan pelakunya juga 
tidak dapat dikenai sanksi apapun sebelum adanya peraturan yang 
mengikat (mengundangkannya). Jika kita simpulkan, kaidah yang 
mendukung unsur ini adalah “tidak ada perbuatan yang melanggar 
hukum dan tidak ada hukuman dijatuhkan kepada siapapun terkecuali 
adanya ketetapan nass sebagai berikut: 
                                                 
39 Dr. H. Sahid HM, M.Ag.EPISTIMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 
hal 11.  
 



































نص بڶ  laa jariimata walaa ‘uquubata bilaa)“ َل  جریمة َو َل  عقو بࢣ 
nashin)”. 
Dalam kaidah lain disebutkan اڶ حکݥ ڸݴڧعݴڶ “(laa hukma 
liaf’aalin)”40yang artinya tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf 
sebelum adanya ketetapan nass. 
2) Unsur Material 
Untuk penjelasan unsur yang kedua mengenai material ( لركن
 yakni sifat melawan hukum, maksudnya tindak pidana yang ( المادي
berupa tindakan nyata maupun berupa tindakan yang tidak nyata. 
Artinya, adanya tingkah laku seseorang atau perbuatan yang 
membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap 
tidak berbuat. Dalam hukum positif, perilaku atau tindakan tersebut 
disebut unsur objektif, perilaku yang bersifat melawan hukum. 
3) Unsur Moral 
Unsur ini pelakunya adalah mukallaf, orang yang dapat dimintai 
pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya. 
Artinya, pelaku tindak pidana ataupun delik harus orang yang dapat 
mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karena itu seseorang 
yang melakukan tindak pidana tersebut harus orang yang dapat 
memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban 
tersebut.41 Sedangkan yang dianggap orang mukallaf, dalam hal ini 
                                                 
40 Dr. H. Sahid HM, M.Ag. EPISTIMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 
hal 12.  
41 Ibid., 12.  
 



































adalah orang yang aqil dan baligh. Sehingga apabila pelaku tindak 
pidana adalah orang gila ataupun masih dibawah umur maka dia tidak 
dikenakan hukuman, karena dia dianggap sebagai orang yang tidak bisa 
dibebani peratnggung jawaban. 
b. Unsur Khusus 
Unsur khusus memliki perbedaan yang lebih spesifik artinya unsur 
ini merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan 
ditemukan pada tindak pidana yang lain. Misalkan, memindahkan atau 
mengambil harta orang lain adalah unsur yang ada pada tindak pidana 
pencurian, atau dalam kasus yang lain menghilangkan nyawa orang lain 
adalah unsur yang hanya ada pada tindak pidana pembunuhan. 
Jari>mah dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan berat dan 
ringannya hukuman baik yang ditegaskan maupun tidaknya dalam al-
qur’a>n dan hadits ulama membagi jari>mah menjadi tiga macam yaitu 
diantaranya: 
1) Jarimah hudud 
Hudud ialah bentuk dari jamak sebagai kata had. Menurut 
bahasa had berarti cegahan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku 
yang dimaksudkan untuk mencegah pelaku tersebut untuk tidak 
mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Menurut istilah syara’, had 
adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Dalam 
jurisprudensi Islam, kata hudud dibatasi pada hukuman atas tindak 
pidana yang tercantum didalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Pada 
 



































hakikatnya jarimah hudud adalah sebuah hukuman yang tidak dapat 
dihilangkan maupun dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum 
yang jenis dan hukumannya yang telah ditentukan oleh nas, yaitu 
hukuman had (hak Allah) dengan jumlah yang terbatas.42 
Jarimah yang menjadi hak Allah pada dasarnya merupakan 
jarimah yang menyangkut masyarakat banyak dengan tujuan menjaga 
kepentingan keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Hakim 
dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan ketentuan syara’ dan 
tidak berijtihad dalam menentukan hukuman. Para ulama sepakat 
bahwa yang masuk dalam kategori jarimah hudud ialah zina (qadzf), 
mencuri, merampok (hirabah), pemberontak (bughat), minum-
minuman keras dan murtad. 43 
2) Jarimah qisas-diyah 
Qisas dalam hadits disebutkan dengan kata  qawad, maksudnya 
ialah semisal ataupun seumpama. Artinya akibat ataupun balasan yang 
diterima pelaku akan sama dengan apa yang dialami oleh korban. 
Abdul Qadir Audah mendefinisikan qisas sebagai pembalasan yang 
seimbang terhadap pelaku tindak pidana dengan apa yang telah 
diperbuat olehnya si pelaku terhadap korban.44 
Hukuman yang paling berat pada jarimah qisas diyah yaitu 
hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja. Pemberlakuan 
                                                 
42 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana,47.   
43 Ibid., 47.  
44 Ibid 
 



































hukuman mati pada pelaku pembunuhan senagaja. Pemberlakuan 
hukuman mati pada pembunuhan sengaja ini tidak bersifat mutlak 
karena dalam jarimah qisas apanila wali korban memafkan akan 
diganti dengan diyah ataupun denda seratu (100) ekor unta. Pada 
hukum pidana islam. Pada hukum pidana islam diyah merupakan 
hukuman pengganti.45  
Jarimah qisas juga telah ditentukan jenis dan beratnya 
hukuman dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Akan tetapi begitu pula, 
pada jarimah qisas terdapat hak yang adami sehingga membuka 
kesepakatan kepada korban, wali, atau waris korban untuk 
memberikan pengampunan. Jika korban wali atau ahli waris korban 
memberi pengampunan maka hukuman akan diganti dengan diyah. 
Apabila pelaku tidak dapat membayar diyah dan korban ataupun 
walinya memaafkan, maka hukuman yang akan diterima berupa ta’zir 
yang mana kadar hukumnya ditentukan oleh hakim dengan tujuannya 
sebagai memberikan pembelajaran terhadap pelaku tersebut.  
3) Jarimah ta’zir  
Ta’zir merupakan suatu bentuk jarimah yang kadar dan jenis 
hukumnya yang ditentukan oleh penguasa. Pada jarimah hudud, qisas, 
serta diyahkadar dan jenis hukumnya telah ditentukan oleh syara’, 
sedangkan pada dijarimah ta’zir kadar dan jenis hukumnya yang 
menentukan ialah penguasa ataupun hakim. Hukum Pidana Islam pada 
                                                 
45 Ibid 
 



































jarimah ta’zir hanya menyebutkan bentuk-bentuk hukuman mulai dari 
yang berat sampai yang ringan. Hakim dalam memberikan hukuman 
pada jarimah ini diberikan kebebasan dalam berijtihad sesuai dengan 
jenis jarimahnya dan keadaan pelakunya. 
Jarimah ta’zir bertujuan untuk menghilangkan atau 
menghapuskan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau 
kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Jarimah 
ta’zir terbagi menjadi dua yaitu: 
a) Jarimah ta’zir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan 
jrimah demi kepentimgan kemaslahatan.  
b) Jarimah ta’zir yang telah ditentukan oleh syara’, yaitu dianggap 
jarimah sejak diturunkannya syari’at Islam hingga akhir zaman.    
3. Jarimah Ta’zir 
Ta’zir diartikan juga sebagai sanksi hukum yang tidak disebutkan dan 
tidak ditetapkan didalam al-Qur’an dan hadis untuk setiap kejahatan ataupun 
pelanggaran yang melanggar hak Allah atau hak individu dan masyarakat. 
Ta’zir merupakan jenis hukuman yang paling fleksibel, karena 
mempertimbangkan kebutuhan masyarakt dan perubahan kondisi sosial, 
sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan umum secara maksimal kepada 
masyarakat.46 
                                                 
46 Dr. Moh. Makmun, M. HI. HUKUM PIDANA ISLAM (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), hal 
45.  
 



































Menurut bahasa, ta’zir berarti larangan, pencegahan, menegur, 
menghukum, mencela dan memukul. Ta’zir adalah hukuman yang tidak 
ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala 
bentuk maksiat yang bukan termasuk hudud dan kafarah, bahwa pelanggaran 
itu menyangkut hak Allah maupun hak pribadi di masyaakat. Ulama fiqh 
mengartikan ta’zir dengan al-ta’dib (pendidikan) pelanggaran yang dikenai 
hukuman ta’zir dinamakan jarimah ta’zir. 
Burhan al-Din Abi al-Rifa’ Ibrahim mendefinisikan tazir dengan 
pendidikan hukum hukum (ta’dib), perbaikan (islah), dan pelanggaran (zarj) 
atauupun dosa-dosa yang tidak dishari’atkan untuk diberlakukan hudud dan 
tidak pula kaffarah. Sedangkan Muhammad Fathi al-Duraini menerjemahkan 
ta’zir dengan hukuman terhadap setiap kemaksiatan yang tidak diwajibkan 
had dan kaffarah, adapun Muhammad Abdullah al-Jardani mengatakan ta’zir 
adalah pendidikan hukum (ta’dib)  atas dosa yang tidak ada had atasnya dan 
tidak pula kaffarah.47 
Pembahasan Jarimah Ta’zir beberapa ahli fiqh maupun sarjana ahli 
hukum memiliki cara pandang atau pemaknaan yang hampir sama. Secara 
harfiah memiliki makna memuliakan atau menolong. Tetapi pengertian yang 
berdasarkan terminologi atau istilah hukum islam yaitu hukuman yang 
bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya untuk dikenai hadd 
dan tidak pula harus membayar kaffarah tertentu maupun diyah. Mengenai 
                                                 
47 Dr. Moh. Makmun, M. HI. HUKUM PIDANA ISLAM (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), hal 
46.  
 



































tindak pidana yang menjadi objek pembahsan Ta’zir adalah tindak pidana 
ringan seperti halnya pelanggaran seksual yang tidak termasuk zina, atau 
tuduhan berbuat kejahatan selain zina atau contoh yang lain seperti pencurian 
yang nilainya tidak sampai 1 (satu) nisab.48 
Ta’zir yang merupakan suatu pelanggaran untuk merujuk kepada 
kekuasaan kebijakan penguasa, oleh para hakim, dan mewakili agar 
memperbaharui dan mendisiplinkan warganya. Dalam hal ini, Ta’zir 
merupakan hukuman yang disipliner bagi para kejahatan supaya tidak ada 
ketentuan hadd dan kaffarah.49 
Bentuk tindak pidana yang termasuk kategori jarimah ta’zir 
merupakansuatu pelanggaran maupun kejahatan yang temasuk kategori ta’zir 
menurut Muhammad Fathi al-Duraini dibagi menjaditig, pertama, perbuatan 
yangbersangkutan dengan harta pribadi, seperti menjual susu dengan 
campuran bahan lain namun penjual mengatakan bahwa barang dagagannya 
tersebut ialah susu murni. Kedua, perbuatan yang terjadipada harta orang lain 
seperti pencurian yang tidak diwajibkan had. Ketiga perbuatan yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan harta, seperti memukul orang dan lain-lain.50 
Namun hal itu menurut ‘Awdah, Jarimah dipandang dari segi aspek 
ukuran hukuman yang telah ditentukan untuk dibagi menjadi 3 (tiga). Yang 
pertama, Jarimah Hudud, yaitu jarimah yang sudah ditentukan dengan sanksi 
hadd, yakni hukuman sudah ditentukan sebagai hak Allah, terkecuali jarimah 
                                                 
48 Ibid.,45.  
49 Ibid.,46.  
50 Dr. Moh. Makmun, M. HI. HUKUM PIDANA ISLAM (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), hal 
47.  
 



































yang berkaitan dengan qadhaf. Yang kedua, jarimah qisas dan diyah, yaitu 
jarimah sudah ditentukan dengan sanksi qisas dan diyah. Seluruhnya 
ketetapan qisas dan diyah ialah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak 
individu. Yang ketiga, jarimah ta’zir yaitu jarimah telah ditentukan dengan 1 
(satu) sanksi maupun lebih sebagai hukuman moral ataupun pengajaran.51 
4. Dasar Hukum Ta’zir 
Dari pembahasan jarimah ta’zir tersebut diatas bisa dikuatkan dengan 
beberapa dasar hukum yang menjadi kaidah rujukannya. Beberapa dasar 
hukum tersebut antara lain:    
a. Dasar Hukum Dari Al-Qur’an 
Pada Surat Al-Nisa Ayat: 34 
عي َواْضريبُوهُ نَّ فَإيْن  َِّتي ََتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفعيظُ وُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِفي اْلَمَضاجي َوال
َ َكاَن َعلييًّا َكبيريوا۝ ّر َو صينَّ ا ُغوْا َعَلْيهينَّ َسبيي َ تَ ب ْ  َأمَْعَنُكْم َف
Artinya: 
 
“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, 
maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di 
tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian 
jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah 
MahaTinggi lagi Maha Besar”. (Q.S. Al-Nisa:34). 52 
 
Pada Surat Al-Fath Ayat: 9 
يل۝ َّّي  َوَرُسولي ُي َوتُ َعزريُروُ  َوتُ َوقريُروُ  َوُتَسبريُحوُ  بُْكَر و َوَألي  ليتُ ْؤميُنوا ابي
Artinya:  “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-
Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan 
bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (Q.S. 
Al-Fath:9).53 
                                                 
51 Ibid.,47. 
52Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 123.  
53Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 838. 
 




































b. Dasar Hukum Dari Hadist Nabi 
َع ْن ي عأ  ْنع   نعَعْلَْعَ َد عْأ ِر  َ عه عض عَضر ِّأ  ُضَّ  عمَسن عَ َ  ُض عه  د عع هللاعَعْل ِْعَْ َعْل   
َنع ع ُض َ  ر عُ  ع عج  فعُ َد  َ ه  َ ْض َ عَ   ُ عْل   و  َض َ عينض  نع,َس  َّ عه  د عدَُس  نَ ن ع ع ْ عع  ن َععْل  ِض  َ ُنهَسد  
 
دع ِّعَ   َ عه  دنعْل ََسض ن   ْ عْل ِّ    عأ  ُض َ ْل  دعع هللاعَعْل ِع َ ِعه عَد   َهعم  ْعَْ َع ِّ  ع عَ   ِ ن
َّ عد َضن ن عه  عُ َد َض ُ هِت   عْل إَس  ح ِّا  َسض َضِ  َ هعَدعع ه  َنَّ فع عَّ ه َنعَ مَن نعَعأ َ ه عْأ عْل   نر  ُض َ ْل    ِّ  نض ع
فع, ا ق  نع َ  ِلهفع,َس ِ انَان َ   ع َ عْل  هللاعَ  ن  ِ عع  َض ن ُ ِّعين َضعْلَْع ِّ  ع ع عََس  ععج  نفعُ َد   
ْنعد َ َّ َُسضهن ع ُ ِّا  ع ْنعع َض َد ُ اع, ْ  َض اض عه ِّأ عع ( ِّأ ت   َ ْنعه عضَن ُ ق  ِضعَ رض  
Artinya:   Dari aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu 
‘alaihi wa Sallam bersabda: “Ampunilah orang-orang 
yang baik dari ketergelinciran (berbuat salah yang tidak 
disengaja) mereka, kecuali melanggar had.” Riwayat 
Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i dan Baihaqi. Ali 
Radliyallaahu‘anhu berkata: Aku tidak menjalakan had 
kepada seseorang kemudian ia mati dan aku berduka cita, 
kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan 
kubayar dendanya. Riwayat Bukhari.  
 
عه  د ع ْنَ ن عأ  نعَعْلَْع ِّ  ع ِّ  ع  ُض  عْأ  ُ و ِ  عمض  ْ ع ُض َ ْل  عع هللاعَعْل ِْعَْ َع ع
ِ عَّنَ ع ع نه  ُض  ُ  
ِ ععد  َ ع(   َ َن ِضعع ُ ِّع ْ ع,َس  ا  ضُ  ْنعه عْلر  َنعه عض أضمَس و  نفعَ ع عدع    أ َ ه
Artinya : Dari Said Ibnu Zaid Radliyallaahu ‘anhu bahwa 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: 
“Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, ia mati 
syahid.” Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut 
Tirmidzi.54  
                                                 
54https://wahdah.or.id/dalil-seputar-dasar-pelestarian-dan-pengelolaan-lingkungan-dalam-
ajaran-islam/   
Artinya: Dari abu burdah al-anshori bahwa ia mendengar nabi 
saw. Bersabda “tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh 
cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) 
Yang ditentukan allah ta’ala”. (Muttafaq alaihi). 
 




































نعَ عْأ عَ َ  وض  ع ع   ع ِّ  َدِّت  عر   ُ عْل َض  عه  د عمض ُض َ ْل  ْنعع عأ  عْلَْعَُس  نَ ن ع  وض ن  َ
ع, ع ُض َعنع, ي عفع, لن َ عه  د عع هللاعَعْل ِْعَْ َعَُس  نَ ن ع عَ لن  َ فع هنَ  عه  د عه عضا  ض ِّعْل َض    َ عِ
ِ عد عه عض  َِّ  ُض ضعع َ لن َضْ  َ ه ع دهأ  ن إ ا   ع َِسض عر  ُنعَ َ  ْنعهمض ُ ق   َ رض
Artinya : Abdullah Ibnu Khobbab Radliyallaahu ‘anhu berkata: 
Aku mendengar ayahku berkata: Aku mendengar 
Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: 
“Akan ada fitnah-fitnah, maka jadilah engkau hamba 
Allah yang terbunuh dan jadi pembunuh.” Riwayat Ibnu 
Abu Khoisyamah dan Daruquthni.  
 
5. Syarat-syarat Berlakunya Jarimah Ta’zir 
Jarimah ta’zir baru bisa diberlakukan pada pelaku tindak pidana atau 
pelanggaran bagi yang sudah berakal dan baligh, tentunya yang beragama 
islam. Apabila mereka melakukan tindakan pelanggaran baik dari sisi ucapan, 
perbuatan, bahkan sekedar isyarat, maka Hakim atau pihak yang berwenang 
dapat menjatuhkan jarimah ta’zir.55 
Di dalam kajian yang lain menurut al- Marghinani, siapapun yang 
menjadi pelaku perbuatan ta’zir baik anak-anak yang baligh, budak atau 
merdeka, muslim atau non muslim dll akan tetap dijatuhi sanksi ta’zir 
terkecuali anak-anak yang belum baligh atau orang yang mengalami 
gangguan kejiawaan mereka tidak dikenakan sanksi ta’zir.56 
                                                 







































Dalam hal ini ditemukan sebuah pendapat yang lain dari kalangan ahli 
ulama fiqih bahwasanya orang non muslim juga bisa dikenai sanksi ta’zir 
apabila dia melanggar aturan yang menyangkut hak adami (sesama manusia). 
6. Macam-macam Jarimah Ta’zir 
Dapat diartikan bahwasanya dari hak yang dilanggar, jarimah ta’zir 
dapat dibagi kepada dua bagian,yaitu: 
a Jarimah ta’zir yang menyinggung hak Allah. Yang dimaksud dengan 
jarimah ta’zir melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan 
dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. 
b Jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu. Yang dimaksud dengan 
jarimah ta’zir yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan 
yang mengakibatkan kerugian pada orang lain.   
Selain itu ada 3 jenis yang sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, 
seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah. Abdul Aziz Amir membagi 
secara rinci beberapa bagian yakni: 
a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pembunuhan. 
b. Jarimah ta’zir yang berkaita dengan perlukaan. 
c. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kehormatan dan kerusakan akhlak. 
d. Jarimah ta’zir dari beberapa terkaitnya dengan harta benda. 
e. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemaslahatan individual. 
f. Jarimah ta’zir yang terkait dengan keamanan umum. 
 



































Dilihat dari beberapa segi sifatnya, dibagi menjadi dalam tiga (3) 
bagian yaitu:57  
a Ta’zir karena melakukan perbuatan maksiat. Yang dimaksud dengan 
maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan 
perbuatan yang diharamkan. 
b Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum perbuatan-perbuatan yang masuk dalam jarimah ini tidak bisa 
ditentukan, dikarenakan perbuatan ini tidak diharamkan karena zatnya, 
melainkan karena sifatnya. Sifat yang menjadi alasan tertentu karena 
hukuman ialah terdapat sebuah unsur yang merugikan kepentingan umum. 
c Ta’zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 
umum. Ta’zir karena melakukan pelanggaran.  
Dilihat dari segi dasarnya hukum (penetapannya) ta’zir juga dibagi 
kedalam tiga (3) bagian, yaitu:58   
a Jarimah ta’zir yang berasal dari jarimah hudud maupun qishas, akan tetapi 
syarat-syarat tidak dipenuhi, maupun ada syubhat, seperti pencurian yang 
tidak mencapai nishab ataupun oleh keluarga sendiri. 
b Jarimah ta’zir yang disebukan didalam nash syara’tetapi hukumnya belum 
ditetapkan, seperti halnya riba, suap dan mengurangi takaran dan 
timbangan. 
c Jarimah yang baik jenis atau sanksi yang belum ditentukan oleh syara’. 
                                                 
57 Muslich, Ahmad Wardi. HUKUM PIDANA ISLAM (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 93.      
58 Ibid., 93. 
 



































Dari beberapa perincian diatas, menurut Al-Dhuraini jarimah ta’zir 
dibagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain sebagai berikut:59 
a. Perbuatan Yang Bersangkutan Dengan Harta Pribadi Atau Hak Pribadi 
Yang dimaksud bersangkutan dengan harta pribadi atau hak pribadi 
adalah mengurangi atau menambah atau mencampur baurkan benda 1 
(satu) dengan benda yang lain dengan kualitas yang berbeda atau warna 
yang berbeda atau bahan yang berbeda atau aroma yang berbeda atau rasa 
yang berbeda tetapi disebutkan benda yang terbaiknya. Seperti disaat 
seseorang menjual barang dagangannya yang berupa madu dia mencampur 
antara madu asli dengan air mineral namun dia menyampaikan ke 
khalayak (masyarakat) sebagai madu asli. 
b. Perbuatan Yang Terjadi Pada Harta Orang Lain Atau Hak Orang Lain 
Untuk perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan harta 
orang lain atau hak orang lain juga bisa dijatuhkan hukuman ta’zir selama 
tidak mencapai batas hadd (diwajibkannya hadd) seperti halnya pencurian 
benda milik orang lain atau penggunaan pukat harimau (jaring trawl) yang 
mengakibatkan hilangnya hak orang lain dalam pencarian/ penangkapan 
ikan dilaut. 
c. Perbuatan Yang Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Harta 
Untuk jenis jarimah ta’zir yang ketiga ini menjelaskan tentang 
penyebab yang tidak ada sangkut pautnya dengan harta, seperti memukul 
                                                 
59 Dr. Moh. Makmun, M. HI. HUKUM PIDANA ISLAM (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2018), hal 
50.  
 



































seseorang atau melukai orang lain. Pembagian macam-macam ta’zir diatas 
adalah menurut Muhammad Fatih Ad-Dhuraini. 
Hampir senada tentang macam-macam jarimah ta’zir, Abu Al-
Qadir ‘Awdah mengkategorikan jarimah ta’zir menjadi 3 (tiga) macam 
pula diantaranya sebagai berikut:60 
1) Perbuatan Yang Dilarang Dalam Al-Qur’an Namun Tidak Disebut 
Hukumnya 
Walaupun  di dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas 
(perbuatan haram) namun memiliki makna larangan, seperti halnya 
melakukan penipuan dalam saksi palsu ataupun mencari-cari kesalahan 
orang lain, ataupun mencaci maki seseorang.      
2) Perbuatan Yang Mengganggu Kemaslahatan Umum 
Yang dimaksud mengganggu kemaslahatan umum atau 
peraturan-peraturan yang disepakati oleh masyarakat setempat, juga 
bisa menimbulkan jarimah ta’zir terhadap pelaku pelanggaran tersebut, 
seperti halnya para waria yang suka mengganggu setiap orang melintas 
dihadapannya. Biasanya kondisi semacam ini ditangani oleh peraturan 
ataupun kebijakan pemerintah setempat. Termasuk juga contoh 
perilaku seseorang nelayan yang menggunakan pukat harimau (jaring 
trawl), Yang secara otomatis meresahkan nelayan-nelayan lainnya 
dengan jaring tradisional mereka. 
                                                 
60 Dr. H. Sahid HM, M.Ag. EPISTIMOLOGI HUKUM PIDANA ISLAM (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 
hal 14.  
 



































3) Perbuatan Makruh Yang Dilakukan Secara Berulang-Ulang 
Mengenai ta’zir untuk perbuatan makruh atau karena 
meninggalkan yang sunnah menjadi pro kontra (khilafiyah) dari 
beberapa ulamaahli fiqih.61 Pendapat pertama mengatakan perbuatan 
ini tidak dapat dijatuhi hukuman ta’zir karena makruh bukanlah 
larangan secara mutlak, sehingga tidak termasuk taqlif (beban hukum), 
pada hal suatu hukum hanya diberikan jikalau memiliki muatan taqlif. 
Untuk pendapat yang kedua dinyatakan bahwa orang yang melakukan 
perbuatan makruh dan meninggalkan yang sunnah dapat dihukum, 
karena makruh adalah larangan yang ringan serta sunnah adalah 
perintah ringan, sehingga orang yang melanggarnya bisa dikenakan 
jarimah ta’zir, namun mereka memberikan persyaratan bahwa jarimah 
ta’zir tersebut dapat dilakukan/ dijatuhkan jika perbuatan makruh 
tersebut atau meninggalkan hal yang sunnah selalu dilaksanakan secara 
berulang-ulang.62 
7. Macam-macam Hukuman Jarimah Ta’zir 
Mengenai batasan hukuman ta’zir tidak ditentukan oleh syar’i 
sebagaimana yang pernah dibahas dalam sanksi hukum hudud dan al-qatl wa 
al-jarh. Namunmengenaijarimah ta’zir mengalami perkembangan makna 
serta batasan-batasannya dengan perkembangan bentuk atau jenis maksiat/ 
kejahatan disepanjang zaman, baik yang menyangkut pelanggaran terhadap 
                                                 
61 Ibid.,14.  
62 Ibid.,14.  
 



































kemaslahatan pribadi ataupun kemaslahatan umum, untuk itu penerapan 
sanksi/ hukuman ta’zir diharapkan menjadi upaya penegakan kemaslahatan 
umum demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 
Mengenai bentuk-bentuk hukuman ta’zir ini, Abdul Aziz Amir 
membedakan jarimah ta’zir yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran 
terhadap hak sang maha penguasa, hak individu, dan hak masyarakat. 
Perbedaan hak-hak tersebut dikategorikan menjadi 4 (empat) hal 
antara lain sebagai berikut:63 
a. Pelaksanaan Hukuman Jarimah Ta’zir Yang Menyangkut Hak Individu. 
Dalam hal ini tergantung pada individu yang bersangkutan. 
b. Tindak pidana/ jarimah ta’zir yang menyangkut hak individu namun tidak 
menggabungkan hukuman untuk beberapa pelanggaran, tetapi pihak yang 
berwenang harus menentukan 1 (satu) hukuman untuk pelanggarnya, 
dengan pertimbangan tingkat kemaslahatan untuk menetapkan hukuman 
ta’zir lebih besar dalam pemberlakuannya. 
c. Jarimah ta’zir bagi pelanggaran terhadap hak Allah boleh diselesaikan dan 
dilakukan oleh setiap orang yang melihat terjadinya tindak pidana tersebut 
tanpa menunggu kebijakan haikm ataupun pihak yang berwenang. 
d. Jarimah ta’zir yang menyangkut hak individu berlaku hak waris mewarisi 
bagi korban dalam pelaksanaan hukumannya. Artinya, jika pelaku tindak 
kejahatan tersebut meninggal dunia maka hak menuntut pelaksanaan 
hukuman ta’zir berpindah pada ahli warisnya. Akan tetapi apabila 
                                                 
63 Muslich, Ahmad Wardi. HUKUM PIDANA ISLAM (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 82.  
 



































terpidana yang meninggal dunia maka hukuman terhadap terpidana 
tersebut tidak boleh dilakukan pada ahli warisnya. Mengenai jarimah ta’zir 
yang seperti ini merupakan keterlibatan pelanggaran terhadap hak Allah, 
sehingga tidak berlaku waris mewarisi pada implementasi hukumannya. 
 
B. Konsep Jarimah Ta’zir Perspektif Hukum Pidana Islam 
1. Pembagian Hukum Mengenai Jaring Trawl Dalam Hukum Islam 
a. Hukum Perusakan Lingkungan 
Lingkungan merupakan sebuah kesatuan dari segala mahkluk 
ciptaan Allah yang pula bukti kebesarannya. Sebagaimana salah satu 
tujuan dari kehidupan manusia ialah bersyukur segala atas nikmat yang 
telah dilimpahkan dari Allah, dan salah satu caranya adalah dengan 
menjaga lingkungan yang sebagai salah satu tuuan hidup menurut islam, 
sebagai berikut firman Allah: 
َا ََنُْن ُمْصِلُحونَ   َوِإَذا ِقيَل ََلُْم ََل تُ ْفِسُدو۟ا ِِف ٱْْلَْرِض قَاُلٓو۟ا ِإَّنم
Artinya:   ” Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu 
membuat kerusakan di muka bumi”. Mereka menjawab: 
“Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan 
perbaikan” (Q.S. Al Baqarah 11).64  
 
 
ِئَكِة ِإّنِِ َجاِعٌل ِِف ٱْْلَْرِض َخِليَفًةۖ  قَاُلٓو۟ا َأََتَْعُل ِفيَها َمن يُ ْفِسُد فِ  يَها َوِإْذ قَاَل َربَُّك لِْلَملَٓ 
ٓ َأْعَلُم َما ََل تَ ْعَلُمونَ َوَيْسِفُك ٱلدَِِمآ  َء َوََنُْن ُنَسبُِِح ِبَْمِدَك َونُ َقدُِِس َلَكۖ  قَاَل ِإّنِِ      
 
Artinya:  ” Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: 
“Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi 
                                                 
64 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 10.  
 



































itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih 
dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” 
Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa 
yang tidak kamu ketahui” (Q.S. Al Baqarah:30).65  
 
Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga lingkungan 
dimana saat itu para malaikat justru meragukan kita. Maka itulah 
hendaknya kita betul-betul menjalankan sesuai dengan perintahnya sama 
Allah untuk menjaga kedaulatan apa yang sudah ia ciptakan untuk 
manusia. Namun sayangnya, semkin hari justru banyak manusia yang 
merusak lingkungan. Berbagai kerusakan maupun kehancuran sudah 
terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan banyak bencana. Allah juga 
telah menceritakan hal ini pada kita semua (manusia) didalam Al-Qur’an. 
َظَهَر ٱْلَفَساُد ِِف ٱْلَبِِ َوٱْلَبْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدى ٱلنماِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض ٱلمِذى َعِمُلو۟ا 
  َلَعلمُهْم يَ ْرِجُعونَ 
Artinya:  ” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah 
merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang 
benar)” (Q.S. Ar Rum: 41).66  
 
Dari berbagai kerusakan di darat maupun di laut merupakan salah 
satunya akibat dari kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab 
ataupun yang yang telah berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, 
badai, semua itu bukan hanya sebagaian faktor bencana alam, akan tetapi 
juga akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia, juga banyaknya 
kemaksiatan yang telah diperbuatnya. 
                                                 
65 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 13.  
66 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 647.  
 



































Adapun keterangan didalam surat yang mengenai kerusakan pada 
Qs. Al-Baqarah Ayat 205.   
ادَ َوِإَذا تَ َوَّلم َسَعى ِف اَْلْرِض لِيُ ْفِسَد ِفِيَها َويُ ْهِلَك اْْلَْرَث َوالنمْسَل َواّلِلُ ََل ُيُِبُّ الَفسَ    
Artinya:  Dan apabila dia berpaling (dari engkau), ia berusaha 
untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-
tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai 
kerusakan (Qs. Al-Baqarah: 205).67  
 
 
تَ ْعثَ ْو۟ا ِِف  َويَ َقْوِم أَْوُفو۟ا ٱْلِمْكَياَل َوٱْلِميزَاَن بِٱْلِقْسِط ۖ َوََل تَ ْبَخُسو۟ا ٱلنماَس َأْشَيآَءُهْم َوََل 
 ٱْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
  
Dan Syu'aib berkata:  "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan 
timbangan dengan adil, dan janganlah kamu 
merugikan manusia terhadap hak-hak mereka 
dan janganlah kamu membuat kejahatan di 
muka bumi dengan membuat kerusakan. (Qs. 
Huud: 85).68    
 
 َوََل تَ ْبَخُسوا النماَس َأْشَياَءُهْم َوََل تَ ْعثَ ْوا ِف اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
 
Artinya:  Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan 
mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat 
kerusakan di muka bumi. – (Q.S As-Syuara: 183). 69  
 
b. Hukum Pencurian 
1) Mengambil Aset Negara 
Surat Al-Nahl Ayat 14 
ْلَيةو  ْن ُُ هي ْن ُُ َلَْموا َمريَيًّ َوَتْسَتْخريُجوا مي َوُهَو الَّذيي َسخََّر اْلَبْحَر ليَتْأُكُلوا مي
ْن َفْضلي ُي َوَلَعلَّكُ  تَ ُغوا مي َر فيي ُي َوليتَ ب ْ   َتْشُكُروَن۝مْ تَ ْلَبُسوََنَا َوتَ َرى اْلُفْلَك َمَواوي
Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan 
(untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya 
                                                 
67 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 30.  
68 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 362.  
69 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 586.  
 



































daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan 
dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 
melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu 
mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya 
kamu bersyukur.(Q.S. Al-Nahl Ayat 14).70 
 
Surat Faathir Ayat 12 
ُم ۖ َوميْن   َذا ميْلحم ُأَجا َذا َعْذبم فُ َراتم َسائيغم َشَراب ُُُ َوهََٰ َوَما َيْسَتويي اْلَبْحَراني هََٰ
ْلَيةو تَ ْلَبُسوََنَا ۖ َوتَ َرى اْلُفْلكَ ُكلٍر َتَُْكُلوَن َلَْموا َمريَيًّ  فيي ُي   َوَتْسَتْخريُجوَن هي
ْن َفْضلي ُي َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن۝ تَ ُغوا مي َر ليتَ ب ْ  َمَواوي
Artinya: Dan tiada sama (antara) dualaut; yang ini tawar,segar, 
sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari 
masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging 
yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan 
yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-
masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar 
membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-
Nya dan supaya kamu bersyukur. (Q.S. Faathir Ayat 
12)71  
 
Surat Al-A’raf Ayat 31  
ٍد وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسريُفوا ۚ صينَّ ُُ اَل   ََي َبِني آَدَم ُوُذوا زيينَ َتُكْم عيْنَد ُكلري َمْسجي
 ُيُي ُّ اْلُمْسريفينَي۝
Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 
setiap  (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan 
janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-
lebihan.(Q.S. Al-A’raf Ayat 31)72 
 
Surat Al-Nisa’ Ayat: 29.  
                                                 
70 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 404.  
71 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 697.  
72Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 225.  
 



































َارَ و َي ْلَباميلي صيالَّ َأْن َتُكوَن ِي َنُكْم ابي  َأي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اَل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
يما۝َعْن تَ رَ  َ َكاَن بيُكْم َرهي َّّ ْنُكْمۚ  َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْم ۚ صينَّ ا اٍض مي  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil”.  (Q.S. Al-Nisa’ Ayat 29).73 
 
ْ  -َل قَاَل َرُسْوُل هللاي للى هللا علي ُ وسلمَعْن رَّافيْع بيْن َودي ْيٍج قَاَ  َمْن َزرََع ِفي
َداُودَ  اَبُ وْ  َرَواُ ۔َأْرٍض قَ ْوٍم بيرَغرْييصيْذ َنييْم فَ َلْيَس َل ُُ ميَن الزررْعي َشْيءم وََّل ُُ نَ َفَقُت ُُ    
Artinya: Dari Rafi' bin Khadij RA berkata : Rasulullah 
bersabda "Barang siapa menanam Tanaman di lahan 
seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak 
mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan 
walaupun ia telah mengeluarkan modal (biaya) 
mengelolanya". (HR. Abu Dawud).   
 
2) Mengambil Hak Orang Lain 
Ketahuilah, pemberian terbaik yang Allah anugerahkan kepada 
seorang hamba adalah keimanan dan ketakwaan. Kekayaan dan 
kecukupan hidup, hendaknya tidak menjadi kendala seseorang untuk 
bertakwa. Dia juga harus yakin, bahwa iman dan takwa merupakan 
nikmat dan karunia Allah semata. Oleh karena itu, pemberian yang 
sedikit, jika disyukuri dan dirasa cukup, itu lebih baik daripada banyak 
tetapi masih menganggapnya selalu kekurangan. Sehingga tidaklah 
berfaidah limpahan nikmat dan banyaknya harta bagi orang-orang yang 
tidak bersyukur kepada Allah. 
َارَ و َعنْ  ْلَباميلي صيالَّ َأْن َتُكوَن ِي َنُكْم ابي  ا َأي َُّها الَّذييَن آَمُنوا اَل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
يما۝ َ َكاَن بيُكْم َرهي َّّ ْنُكْمۚ  َواَل تَ ْقتُ ُلوا َأنْ ُفَسُكْمۚ  صينَّ ا  تَ َراٍض مي
                                                 
73Al Qur’an Dan Terjemahnya, [Revisi Terbaru], (Semarang: Cv. Asy Syifa’, 1999), Hal 122. 
 



































Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang 
batil”.  (Q.S. Al-Nisa’ Ayat 29).74 
 
Penjelasan Beberapa Mufradat Ayat “Jangan kalian 
memakan.” Yang dimaksud ‘makan’ di sini adalah segala bentuk 
tindakan, baik mengambil atau menguasai. (Tafsir Al-Alusi) Ibnul 
Arabi telah menjelaskan: “Maknanya, janganlah kalian mengambil dan 
janganlah kalian menempuh caranya.” (Ahkam Al-Qur’an/2 ayat 188 ). 
َا صيََل اَْلُكَّامي ليَتْأُكُلوا َفرييقوا مينْ  ْلَباميلي َوتُْدُلوا ِبي َنُكْم ابي  َواَل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ْثْي َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن۝ ْْلي  َأْمَوالي النَّاسي ابي
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta 
sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang 
bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta 
itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 
sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan 
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. 
[Q.S. Al Baqarah/2 Ayat 188].75 
 
“Harta-harta kalian”, meliputi seluruh jenis harta, semuanya 
termasuk kecuali bila ada dalil syar’i yang menunjukkan kebolehannya. 
Maka segala perkara yang tidak dibolehkan mengambilnya dalam 
syariat berarti harta tersebut dimakan dengan cara yang batil. (Fathul 
Qadir). 
“Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan 
sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan 
mengharamkan baginya surga,” maka salah seorang 
                                                 
74Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 122.  
75Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 46. 
 



































bertanya,”Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?” Rasulullah 
menjawab,”Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak).”[HR 
Muslim]. 
“Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa, yaitu 
seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta, dari jalan 
halal ataukah (yang) haram”. [HR Bukhari]. 
 
2. Sanksi Bagi Pemakai Jaring Trawl (pukat harimau) dalam hukum islam  
Sebelum  menjelaskan  lebih  lanjut untuk  mengenai  sanksi  terhadap  
pemakai jaring trawl dalam  hukum  Islam,  terlebih  dahulu  akan  dipaparkan  
mengapa  pencemaran  dan perusakan  lingkungan  hidup ataupun pemakai 
jaring trawl (pukat harimau)  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan 
pidana.76 
َوََل تُ ْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَ ْعَد ِإْصََلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا َوَطَمًعاۚ  ِإنم َرْْحََت اّللِم َقرِيٌب مَِِن 
  اْلُمْحِسِنيَ 
Artinya:  Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 
sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya 
dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 
dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 
orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al- A’raf  Ayat 56).77    
 
Dalam  ayat di  atas  terpampang  jelas yang bahwasanya  Allah  SWT  
melarang  hambanya  melakukan kerusakan dimuka bumi. Tindakan 
pencemaran dan  lingkungan  hidup  dapat  dibagi dalam berbagai kategori  
                                                 
76 Ibid., 230.  
77 Al Qur’an Dan Terjemah, (Surabaya: CV. KARYA UTAMA,2000), hal 230.  
 



































sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-
unsur tindak pidana. Sebagaimana telah dibahas di atas, dalam  hukum  Islam  
terdapat  3  unsur  yang  harus  dipenuhi  apabila  perbuatan  seseorang dapat 
dikategorikan sebagai tindak pidana. Yang pertama adalah adanya nash yang 
melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi 
pelakunya. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa banyak nash   yang    
terdapat    di    dalam    al-Qur’an    maupun    Hadits    yang    melarang  
manusia  untuk merusak lingkungan hidup. 
Yang  kedua  adanya  perbuatan  yang  berbentuk  jarimah,  yang  
dalam  hal  ini  adalah  perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan 
hidup. Yang  kedua  adanya  perbuatan  yang  berbentuk  jarimah,  yang  dalam  
hal  ini  adalah  perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.  
Ketiga  adalah  adanya  pelaku  tindak pidana  tersebut,  yakni  orang  yang  
mukallaf    (cakap  hukum),  yaitu  orang  yang  dimintai  pertanggungan  
jawabnya. 
Dalam      hal  ini,    apabila    pelaku    perusakan    lingkungan    hidup    
adalah    orang    yang    memiliki    status    mukallaf, maka orang tersebut 
dapat dituntut atas kejahatan yang telah diperbuatnya.  Perbuatan    
pencemaran    dan    perusakan    lingkungan    hidup    dapat    dikategorikan    
sebagai  tindak  pidana (jinayah)  karena  telah  mengandung  ketiga  unsur  
yang  disebutkan  di  atas.  Tanpa  ketiga  unsur  tersebut,  maka  perbuatan  
pencemaran  dan    perusakan lingkunan hidup tidak dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana (jinayah). 
 



































Mengenai sanksi, ketentuan sanksi atau hukuman bagi pelaku 
perusakan lingkungan hidup dalam syari’at Islam tidak disebutkan secara 
jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Dengan demikian penulis melihat 
bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk dalam kategori 
tindak pidana (jarimah) takzir, karena perbuatan tersebut sangat jelas dilarang 
oleh syara’, akan tetapi tidak ditentukan sanksinya dalam al-Qur’an dan al-
Hadits. 78
                                                 
78 Ibid., 82.  
 




































PEMAKAI JARING TRAWL (PUKAT HARIMAU) MENURUT PASAL 85 
JUNCTO PASAL 9 UNDANG-UNDANG TAHUN 2009 TENTANG 
PERIKANAN 
 
A. Tindak Pidana Pemakai Jaring Trawl (Pukat Harimau) Menurut Undang-
Undang  
1. Pengertian Jaring Trawl 
Jaring trawl adalah suatu alat jebakan atau perangkap ikan yang 
digunakan oleh nelayan setempat akan tetapi alat tangkap tersebut telah 
dilarang oleh sebuah peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dari pejabat 
petinggi negara. Namun hal itu juga jaring trawl bisa disingkat dengan kata 
“trawl”, atau disebut pula pukat harimau ini mulai dipergunakan serta diahli 
fungsikan pada tahun 2000-an sama para nelayan setempat itu.79 
Selanjutnya kata trawl sendiri berasal dari bahasa perancis troler dan 
kata trailing ialah dalam sebuah kalimat bahasa inggris, punya arti dengan 
bersamaan, dapat diartikan ke dalam kalimat bahasa Indonesia dengan kata 
“tarik” ataupun “mengelilingi” seraya menarik”.80 Ada yang mengartikan 
pula “trawl” dengan “jaring tarik”, akan tetapi dikarenakan hampir seluruh 
jaring dalam operasinya mengalami perlakuan tarik ataupun ditarik. 
                                                 
79 SATPOL AIR POLRES Gresik, Wawancara, Pukul 11:00, 03 November 2019.  
80 H.Sudirman,Mpi., Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), 
hal 187-234.  
 



































Dengan begitu untuk tidak membingungkan, sebelum ada ketetapan 
resmi mengenai penyebutan dari yang pihak berwenang dalam uraian 
berikutnya kita memakai kata “trawl” saja. 
Selengkapnya menurut Ayodhyoa (1981) telah mengemukakan yang 
bahwasanya dari kata “trawl” lahir kata “trawling” yang berarti kerja 
menggunakan pengoperasian penangkapan ikan dengan trawl, dan kata 
“trawler” yang berarti kapal yang melakukan trawling. Arti dari jaring trawl 
itu sendiri adalah sebuah jaring kantong yang ditarik dengan kapal namun 
menggunakan alat bantu yaitu papan yang untuk difungsikan sebagai bahan 
pelengkapnya.81 
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Untuk Memakai Jaring 
Trawl 
Kenyataan yang ada di wilayah Karang Tumpuk Campurejo Kec. 
Panceng Kab. Gresik menggambarkan bahwa hampir 70% warga disekitar itu 
berprofesi sebagai pencari ikan (nelayan). Sehingga aneka ragam teknik 
pencarian ikan telah dilakukan oleh masyarakat setempat sejak tahun 2000-
an sudah mulai marak teknik-teknik pencarian ikan dengan menggunakan 
jaring trawl. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa warga yang 
menggunakan jaring trawl tersebut, antara lain sebagai berikut: 
a. Kebutuhan ekonomi. 
Fenomena besaran nilai tukar rupiah terhadap kebutuhan pokok 
termasuk pendidikan diwilayh Gresik hampir merata seperti halnya di kota 
                                                 
81 Ibid., 187-234.  
 



































metropolitan Surabaya, sehingga tuntutan setiap keluarga terhadap 
penghasilan bulanan dituntut secara otomatis agar bisa mengimbangi 
kebutuhan yang ada. Oleh karena itu kebutuhan untuk peningkatan hasil 
produktifitas menuntut adanya cara-cara baru yang dianggap lebih inovatif 
dan optimal dalam meraih keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya.82 
Disinilah sebagian warga Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. 
Gresik mulai membuat atau melakukan pesanan berupa alat-alat tangkap 
ikan yang lebih besar, dan kemudian alat tangkap ini disebut pukat 
harimau (jaring trawl), 
b. Jumlah pesanan yang menigkat (lebih banyak). 
Selain faktor kebutuhan ekonomi, disisi lain warga Karang 
Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik menjadi basis distribusi 
ikan untuk kota-kota besar disekitar Gresik.83 Sehingga pesanan demi 
pesanan dari para tengkulak semakin meningkat seiring bertambahnya 
para penjual ikan eceran di pasar-pasar tradisional maupun pedagan ikan 
keliling.84 Disamping kebutuhan para tengkulak terhadap ikan segar yang 
semakin besar, beberapa tempat kuliner seperti restoran ataupun depot-
depot di sekitar Gresik dan Surabaya juga memiliki permintaan tersendiri 
terhadap para nelayan. Dengan demikian terjadi sebuah tuntutan secara 
otomatis dalam perolehan jumlah ikan yang lebih besar dari sebelum-
sebelumnya. Paradigma semacam ini mendorong beberapa nelayan untuk 
                                                 
82 Nelayan, Wawancara, Pukul 13:00 Wib, 29 Desemeber 2019.   
83 Ibid Nelayan.  
84 Nelayan, Wawancara, Pukul 14:05 Wib,  Desa Campurejo Gresik, 30 Desember 2019.  
 



































melakukan penangkapan ikan yang lebih maksimal dengan menggunakan 
jaring lebih besar seperti halnya pukat harimau (jaring trawl). 
c. Persaingan dagang. 
Dari kebutuhan ekonomi maupun jumlah pesanan yang meningkat 
terhadap produktifitas perolehan ikan, warga Karang Tumpuk Campurejo 
Kec. Panceng Kab. Gresik juga menganggap bahwasanya penggunaan 
jaring-jaring dengan skala biasa (normal) bahkan jaring yang lebih kecil 
dari itu dianggap sudah tidak relevan lagi untuk pemenuhan kebutuhan 
sehari-hari/ bulanan. Dengan demikan persaingan dagang antar nelayan 
warga Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik terjadi 
hingga saat ini.85 
d. Hukum perusakan lingkungan akibat pemakaian jaring trawl 
Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran 
Lingkungan di Indonesia. Perundang-Undangan Serta Peraturan-Peraturan 
Lain Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan 
Menurut penulis, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya 
dengan tindak pidana perusakan dan pencemaran lingkungan (yang dapat 
dijatuhkan sanksi pidana) tidak lepas dari ketentuan pidana yang termuat 
dalam Bab XV Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.86 Peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan ketentuan pidana tersebut yakni:87  
                                                 
85 Nelayan, Wawancara, Pukul 13:30 Wib,  Desa Campurejo Gresik, 30 Desember 2019.    
86 Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. (Jakarta: Rajawali Per) hal 108.   
87 Marhaeni Ria Siamba, SH, Msi, HUKUM PERIKANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal 147-148.  
 



































1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Huruf 
b.Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Huruf 
c.Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Pengelolaan 
perikanan bertujuan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan 
berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Dalam 
upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan beberapa larangan 
berikut ini: Poin 1). Penangkapan atau budidaya dengan menggunakan 
bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/cara/bangunan yang 
dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan 
dan lingkungan (Pasal 8 ayat (1) sampai ayat (4). 
2) Menggunakan alat tangkap yang tidak sesuai ukuran, tidak sesuai SOP 
(Standar Operasional Posedur), alat penangkapan yang dilarang 
digunakan (Pasal 9). 
3) Larangan penangkapan atau pembudidayaan ikan yang mengakibatkan 
pencemaran/ perusakan sumber daya ikan dan lingkungan serta 
kesehatan manusia, termasuk membudidayakan ikan hasil rekayasa 
genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan 
sumber daya ikan, dan/ atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan 
perikanan (Pasal 12 ayat (1) sampai ayat (3) 
4) Larangan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya 
ikan (Pasal 14 ayat (4). 
5) Larangan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, 
dan/ atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, 
 



































pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/ atau lingkungan sumber 
daya ikan ke dalam dan/ atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan 
Republik Indonesia (Pasal 16 ayat (1). 
6) Larangan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan 
penolong, dan/ atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/ 
atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan 
(Pasal 23 ayat (1).88 
2. Sanksi Bagi Pemakaian Jaring Trawl 
Suatu potensi sumberdaya kelautan dan perikanan  yang berada 
diwilayah Jawa Timur dalam mengalami beberapa desas-desus isu di daerah 
seperti halnya produksi sumberdaya ikan yang kurang stabil atau menurun, 
over fishing (berlebihan dalam menangkap ikan) dari sebuah wilayah 
penangkapan ikan, kerusakan lingkungan perairan  (terumbu karang, 
mangrove) yang merupakan habitat ikan, dalam pengelolaan pemanfaatan 
sumberdaya kelautan dan perikanan, pelanggaran jalur penangkapan ikan, 
penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap yang dilarang (jaring 
Trawl), untuk kegiatan destructive fishing (bom ikan/ handak, penggunaan 
bahan kimia/ potasium).89 
Alat penangkap ikan jaring Trawl merupakan salah satu alat 
penangkap ikan yang dilarang penggunaannya di Wilayah Pengelolaan 
Perikanan dalam Negara Republik Indonesia, maka ini disebabkan karena alat 
                                                 
88 Ibid.,147-148.   
89Marhaeni Ria Siamba, SH, Msi, HUKUM PERIKANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal 175-178.  
 



































penangkap tersebut ditengarai dapat menyebabkan kerusakan sumberdaya 
ikan dan lingkungannya. 
Dasar hukum pelarangan pemakai alat penangkapan ikan jaring Trawl 
yaitu:90 
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang 
Perikanan; 
b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan dan Penempatan Alat 
Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 
Indonesia.  
Alat penangkapan ikan jaring  Trawl dibedakan atas beberapa macam 
antara lain: 
a. Pukat Hela Dasar (Bottom trawls), yang terdiri atas: 
1) Pukat hela dasar berpapan (Beam trawls); 
2) Pukat hela dasar berpapan (Otter trawls); 
3) Pukat hela dasar dua kapal (Pair trawls): 
4) Nephrops trawl (Nephrops trawls); 
5) Pukat hela dasar udang (Shrimp trawls); 
b. Pukat Hela Pertengahan (Miwwater trawls), terdiri atas: 
1) Pukat hela pertengahan berpapan (Otter trawls); 
2) Pukat hela pertengahan dua kapal (Pair trawls); 
                                                 
90 Ibid.,175-176. 
 



































3) Pukat hela pertengahan udang (Shrimp trawls); 
4) Pukat hela kembar berpapan (Otter twin trawls) 
Seiring dengan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan jaring 
Trawl maka sanksi yang diberikan kepada pengguna alat tangkap jaring Trawl 
adalah sebagai berikut Pasal 85 jo Pasal 9 yaitu Setiap orang yang dengan 
sengaja di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia 
memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan 
ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran 
yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, 
atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tangkap tertentu dan/atau alat 
penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 , 
dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak  Rp. 
2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).91 
 
B. Ciri-ciri Media Penangkapan Dengan Jaring Trawl  
Jaring Trawl memang mempunya ciri khas tersendiri dalam sistem 
menjerat kumpulan ikan-ikan. Jaring ikan berbentuk kantong mengerucut ini 
dioperasikan dengan cara ditarik perahu. Lubang-lubang jaring pun sangat halus 
mengeruk apapun yang dilewatinya. Tidak sebatas ikan besar, ikan-ikan kecil 
sebesar korek api pun bisa ikut terjerat. 
Pengunaan alat ini memang masih jadi primadona bagi sebagian besar 
nelayan setempat. Walau termasuk dalam kategori alat tangkap ikan yang 
                                                 
91 Ibid.,177-178.  
 



































dilarang. Peraturan perikanan dan kelautan No 71 Tahun 2016 menjelaskan alat 
penangkap ikan sejenis troll atau pukat dilarang di Indonesia. Selain dilarang 
secara aturan hukum, penggunaan alat ini juga faktanya membuat seret nelayan 
jaring kecil. 
Ciri-ciri yang lebih spesifik pada jaring trawl ini adalah sebagai berikut:92 
1. Sitern trawl tidak seberapa dipengaruhi oleh angin dan gelombang dalam 
pelepasan jaring, tidak memerlukan memutar letak kapal. 
2. Warp berada lurus pada garis haluan buritan sehingga tenaga trawl winch 
dapat menghasilkan daya guna maksimal sehingga pekerjaan melepas/ 
menarik dari jaring memerlukan waktu yang lebih sedikit, yang berarti waktu 
untuk jaring berada dalam air ( operasi ) lebih banyak. 
3. Trawl winch pada stern trawl terpelihara dari pengaruh angin dan gelombang, 
dengan demikian dalam cuaca buruk sekalipun operasi masih dapat dilakukan 
dengan mudah. 
4. Pada stern trawl akibat dari screw current jaring akan segera hanyu, demikian 
pula otter boat segera setelah dilepas akan terus membuka. 
5. Karena letak akan searah dengan garis haluan- buritan, maka di daerah fishing 
ground yang sempit sekalipun operasi masih mungkin dilakukan, dengan 
perkataan lain posisi jaring sehubungan dengan gerakan kapal lebih mudah 
diduga. 
                                                 
92 H.Sudirman,Mpi., Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), 
Hal 60.  
 



































6. Pada stern trawl, pada waktu hauling ikan-ikan yang berada pada cod end 
tidak menjadikan beban bagi seluruh jaring, karena cod end tersendiri ditarik 
melalui slip way, dengan demikian jaring dapat terpelihara.93 
Terdapat beberapa jenis media Jaring Trawl diantaranya ialah sebagai 
berikut: 
1. Jenis-jenis Media Jaring Trawl 
a. Jaring lingkar (surrounding nets). 
Jaring lingkar adalah suatu alat penangkap ikan yang mempunyai 
prinsip penangkapan dengan cara melingkari gerombolan ikan yang 
menyasarkan tangkap tersebut menggunakan jaring yang dioperasikan 
dengan perahu ataupun kapal serta didukung dengan sarana alat bantu 
penangkapan sesuai untuk mendukung efektivitas dan efisiensi 
pengoperasiannya.94 Untuk pendesiannya dan konstruksi jaring lingkar 
berkembang disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang diinginkan, 
sehingga terdapat beberapa bentuk serta ukuran jaring lingkar dan sarana 
apung maupun alat bantu penangkapan yang digunakannya. 
b. Pukat tarik (seine nets). 
Seine nets maupun pukat ataupun pukat tarik adalah sebuah alat 
penangkapan ikan yang berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring 
tersebut. Selanjutnya untuk pengoperasiannya dengan cara melingkari 
                                                 
93 Ibid., 60.  







































penggerombolan ikan dan menariknya ke arah kapal yang sedang berhenti/ 
berlabuh jangkar untuk di arahkan ke darat/ pantai melalui kedua bagian 
sayap tali selambar. 
Pendeseannya dan konstruksi pukat tarik disesuaikan dengan terget 
ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan 
ukuran pukat tarik serta sarana apung maupun alat bantu penangkapan ikan 
yang digunakan. 
c. Pukat hela (trawls). 
Secara teknis, baik menurut umum atau mengikuti standar ISSCFG 
(International Standard Statistical Classification Fishing Gear), FAO 
(Nedelec and Prado 1990) “Trawl” adalah alat penangkap ikan yang 
mempunyai target spesies baik untuk menangkap ikan maupun untuk 
udang. Trawl memiliki kreteria yaitu (a) jaring berbentuk kantong (pukat) 
baik yang berasal dari karakteristik asli maupun hasil modifikasi. (b) miliki 
kelengkapan jaring (pukat) untuk alat pembuka mulut jaring baik 
palang/gawang (beam) atau sepasang papan rentang (otter board) dengan 
cara operasi dihela atau diseret (towing) oleh sebuah kapal (c) Tanpa 
memiliki kelengkapan jaring (pukat) dengan cara operasi dihela oleh dua 
buah kapal.95 
Trawl asli adalah jaring (pukat) trawl yang dirancang bukan dari 
hasil modifikasi tidak ada perubahan dari aspek desain – konstruksi, 
                                                 
95 Ibid., 187. 
 



































karakteristik dan metoda pengoperasian dengan ciri-ciri yaitu (a) 
karakteristik bentuk konstruksi masih sesuai ketentuan teknis jaring yang 
lazim (b) banyak menggunakan potongan miring (cutting rate) pada 
bagian¬ jaring (c) miliki bagian jaring berupa medan jaring atas (square) 
bagi trawl dasar (bottom trawl) atau medan jaring bawah (bosoom trawl) 
pertengahan permukaan (mid water trawl) (d) cara operasi dirancang 
dengan dihela / diseret oleh sebuah atau dua buah kapal. 
d. Penggaruk (dregdes). 
Penggaruk merupakan alat penangkap ikan berbingkai kayu atau 
besi yang bergerigi atau bergancu di bagian bawahnya, yang dilengkapi 
atau tanpa jaring/bahan lainnya.96 Penggaruk dioperasikan dengan cara 
menggaruk di dasar perairan dengan atau tanpa perahu untuk menangkap 
kekerangan dan biota lainnya. Desain dan konstruksi penggaruk 
disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki, sehingga 
terdapat berbagai bentuk dan ukuran penggaruk serta sarana apung 
maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan. 
e. Jaring angkat (lift nets). 
Jaring angkat dioperasikan dengan menurunkan dan 
mengangkatnya secara vertikal. Jaring ini biasanya dibuat dengan bahan 
jaring nion yang menyerupai kelambu, karena ukuran mata jaringnya yang 
kecil (sekitar 0,5 cm). Jaring kelambu kemudian diikatkan pada bingkai 
                                                 
96 H.Sudirman,Mpi., Mengenal Alat Dan Metode Penangkapan Ikan (Jakarta Rineka Cipta, 2013), 
Hal 189-192.  
 



































bambu atau kayu yang berbentuk bujur sangkar. Dalam penggunaannya, 
jaring angkat sering menggunakan lampu atau umpan untuk mengundang 
ikan. Biasanya dioperasikan dari perahu, rakit, bangunan tetap, atau 
langsung. 
Dari bentuk dan cara penggunaannya, jaring angkat dapat 
mencakup bagan perahu, bagan tancap (termasuk kelong), dan serok jaring 
angkat. 
f. Alat yang dijatuhkan (failling gears). 
Alat yang dijatuhkan/ ditenggelamkanmaupun ditebarkan 
merupakan alat penangkap ikan yang pengoperasiannya dilakukan dengan 
ditebarkan atau dijatuhkan/ ditenggelamkan untuk mengurung ikan 
dengan atau tanpa kapal.97 
Sehingga desain dan konstruksi alat yang dijatuhkan/ 
ditenggelamkan atau ditebarkan disesuaikan dengan target ikan tangkapan 
yang dihendaki/ diinginkan. Berkaitan dengan hal ini maka terdapat 
berbagai serta bermacam-macam bentuk dan ukuran dengan sarana apung 
maupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan. 
Menurut International Standard Statistical Classificarion on 
Fishing Gear (ISSCFG) yang dikeluarkan oleh FAO (Nedelec and Prado 
1990), kelompok alat tangkap yang dijatuhkan atau ditebarkan terdiri dari: 
1) Cast nets; dan 2); Falling gears (not specified). 
 
                                                 
97 Ibid.,189.  
 



































g. Jaring insang (gilinets and entaling nets). 
Jaring insang (gill net) merupakan suatu alat penangkap ikan yang 
berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jaringnya merata 
dan dilengkapi oleh pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah 
atau tanpa tali ris bawah. 
Jaring insang digunakan/ difungsikan untuk menangkap ikan 
dengan cara menghadang ruang gerombolan ikan. Ikan-ikan yang telah 
tertangkap pada jaring umumnya karena terjerat di bagian-bagian belakang 
penutup insang atau terpuntal oleh mata jaring. Biasanya ikan yang sudah 
tertangkap dalam jaring ini adalah jenis ikan yang migrasi vertical maupun 
horizontalnya tidak terlalu aktif.98  
h. Jaring insang (gilinets and entaling nets). 
Jaring insang (gill net) merupakan suatu alat penangkap ikan yang 
berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran mata jaringnya merata 
dan dilengkapi oleh pelampung, pemberat, tali ris atas dan tali ris bawah 
atau tanpa tali ris bawah. 
Jaring insang digunakan/ difungsikan untuk menangkap ikan 
dengan cara menghadang ruang gerombolan ikan. Ikan-ikan yang telah 
tertangkap pada jaring umumnya karena terjerat di bagian-bagian belakang 
penutup insang atau terpuntal oleh mata jaring. Biasanya ikan yang sudah 
tertangkap dalam jaring ini adalah jenis ikan yang migrasi vertical maupun 
horizontalnya tidak terlalu aktif.  
                                                 
98 Ibid.,190.  
 



































i. Perangkap (traps). 
Perangkap/ jebakan merupakan alat penangkapan ikan yang 
mempunyai prinsip penangkapan dengan cara memperangkap/ menjebak 
ikan dengan menggunakan jaring dan atau bahan lainnya yang 
dioperasikan dengan ataupun tanpa perahu maupun itu juga kapal. Untuk 
pendesainan dan konstruksi perangkap disesuaikan dengan target ikan 
tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan 
ukuran perangkap. 
Perangkap/ jebakan merupakan alat penangkapan ikan yang 
mempunyai prinsip penangkapan dengan cara memperangkap/ menjebak 
ikan dengan menggunakan jaring dan atau bahan lainnya yang 
dioperasikan dengan ataupun tanpa perahu maupun itu juga kapal. Untuk 
pendesainan dan konstruksi perangkap disesuaikan dengan target ikan 
tangkapan yang dikehendaki, sehingga terdapat berbagai bentuk dan 
ukuran perangkap. 
j. Pancing (hooks and lines). 
Hook and line (pancing) merupakan alat penangkap ikan yang 
mempunyai suatu prinsip penangkapan dengan memancing ikan dengan 
target sehingga terkait dengan mata pancing yang dirangkai sama tali 
menggunakan maupun tanpa umpan. Pendesainan dan konstruksi pancing 
disesuaikan dengan target ikan tangkapan yang dikehendaki atau diminati, 
sehingga terdapat bermacam-macam aneka bentuk serta ukuran pancing 
 



































dan sarana apung ataupun alat bantu penangkapan ikan yang digunakan/ 
difungsikan.99 
k. Alat penjepit dan melukai (grappling and wounding) 
Alat pengait/ menjepit dan alat yang melukai dalam perupaan alat 
penangkapan ikan yang mempunyai sebuah prinsip penangkapan dengan 
cara menerkam, mengait/menjepit, melukai maupun membunuh sasaran 
penangkapan yang dilakukan dari atas kapal ataupun tanpa menggunakan 
kapal. Pendeesainan dan sebuah konstruksi alat penjepit dan melukai 
mempunyai bentuk runcing/tajam pada salah satu ujungnya. Menurut 
International Standard Statistical Classificarion on Fishing Gear (ISSCFG) 
yang dikeluarkan oleh FAO (Nedelec and Prado 1990), kelompok alat 
tangkap pengait dan alat yang melukai ini adalah harpoon.100 
2. Nilai Positif Dan Negatif  Pemakaian Jaring Trawl (Pukat Harimau)  
Dalam pemakaian jaring trawl (pukat harimau) oleh sebagian warga 
Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik), satu sisi mereka 
mendapatkan manfaat dari pemakaian jaring tersebut, antara lain; pendapatan 
perolehan ikan harian jauh lebih banyak dibandingkan penggunaan jaring 
yang biasa, pendapatan mereka dengan menggunakan jaring itu lebih cepat 
serta lebih maksimal dalam pemenuhan jumlah yang dibutuhkan setiap 
harinya, selain itu dari pesanan tengkulak yang bertubi-tubi, pemakaian jaring 
trawl mampu memenuhi target pesanan mereka. 
                                                 
99 Ibid.,191.  
100 Ibid.,192.  
 



































Namun ada hal yang disayangkan dalam pemakaian jaring trawl 
(pukat harimau) tersebut, antara lain; ikan yang belum saatnya dijaring ikut 
tersangkut dimata kailnya, merusak habitat ikan yang kecil-kecil. Selain dari 
pada itu kadang kalah terumbuh karang ikut rusak dikarenakan pemakain alat 
jaring trawl (pukat harimau) tersebut. Bahkan dilain sisi, sebagian warga 
Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik yang menggunakan 
jaring biasa hampir merasakan kesulitan yang mendalam untuk mendapatkan 
hasil tangkapannya. Disinilah yang justru menjadikan salah satu akar 
permasalahan munculnya laporan-laporan dari masyarakat yang 
menggunakan jaring biasa kepada pihak yang berwenang dilingkungan 
sekitar perairan, dalam hal ini Satpolairud Gresik. 
Dari permasalahan dalam segi perusakan lingkungan sekaligus 
kerugian sebagian warga Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. 
Gresik, yang menggunakan ataupun memakai jaring biasa menjadikan faktor 
kemudharatan ini menimbulkan efek hukum yang dibahas dalam Undang-
undang dan Peraturan Kementerian Laut. Sehingga timbul hukuman bai 
pemakai pukat harimau (jaring tawl) dalam Undang-undang tersebut. 
3. Kriteria Larangan Penggunaan Jaring Trawl 
Munculnya undang-undang maupun kementerian laut mengenai 
penggunaan pukat harimau (jaring trawl) tentu tidak serta merta dipukulrata 
terhadap semua pemakai jaring trawl.101 Adapun batasan secara fisik tentang 
                                                 
101 Marhaeni Ria Siamba, SH, Msi, HUKUM PERIKANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal 150. 
 



































bentuk/ alat yang dimaksudkan dalam pelarangan tersebut sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia, Nomer 71/ 
Permen-KP/ 2016, Bab V, tentang Alat Penangkapan Ikan (API) Yang 
Mengganggu Dan Merusak, antara lain:102 
Pasal 21 
a. API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
merupakan API yang dioperasikan:103 
1) Mengancam kepunahan biota; 
2) Mengakibatkan kehancuran habitat; dan 
3) Membahayakan keselamatan pengguna.    
b. API yang mengganggu yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan 
sebagiamana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 
1) Pukat Tarik (seine nets), yang meliputi dogol (danish seines), 
scottish seines, pair seines, cantrang, dan lampara dasar; 
2) Pukat Hela (trawis), yeng meliputi pukat hela dasar (bottom 
trawis), pukat hela dasar berpalang (beam trawis), pukat hela 
dasar berpapan (otter trawis) pukat hela dasar dua kapal (pair 
trawis), nephrops trawl, pukat hela dasar udang (sharimp trawls), 
pukat udang, pukat hela pertengahan (midwater trawls), pukat 
hela pertengahan berpapan (otter trawls), pukat ikan, pukat hela 
pertengaan (pair trawls), pukat hela pertengahan udang (shrimp 
trawls), dan pukat hela kembar berpapan (otter twin trawls): dan 
3) Perangkap, yang meliputi perangkap ikan peloncat (Areeial 
traps) dan Muro ami. 
c. Pengaturan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan 
sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang 
dioperasikan pada semua Jalur Penangkapan Ikan di seluruh WPPNRI 
sebagaimana tercantum dalam Lamporan yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini104.  
  
                                                 
102 Marhaeni Ria Siamba, SH, Msi, HUKUM PERIKANAN NASIONAL DAN INTERNASIONAL (Jakarta: 
Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hal 180.  
103 Ibid., 150.  
104 Ibid., 180.  
 




































ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMAKAIAN 
JARING TRAWL (PUKAT HARIMAU) MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMER 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN  
  
A. Analisis Hukum Pemakaian Jaring Trawl (Pukat Harimau) Menurut Pasal 85 
Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Di 
Karang Tumpuk Campurejo Gresik  
Bertolak belakang dari rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan 
di bab I, selanjutnya peneliti memberikan rumusan-rumusan masalah tersebut 
dengan mengacu pada undang-undang perikanan dalam pasal 85 juncto pasal 9 
nomor 45 tahun 2009, yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja 
memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan 
dan/atau alat bantu penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).    
Dalam pengamatan dilokasi pesisir di Karang Tumpuk desa Campurejo, 
Kec. Panceng Kab. Gresik, peneliti mendapatkan informasi berharga seputar 
paguyuban nelayan disana. Dalam observasi tersebut ada beberapa langkah 
strategis dalam penggalian data dan inventarisasi dokumen, baik berupa foto 
maupun rekaman video bahkan rekaman suara, antara lain sebagai berikut ini: 
 
 



































1. Kunjungan Ke Instansi Terkait 
a. SATPOL AIR POLRES Gresik 
Dalam tanggal 12 bulan november pada waktu siang hari itu saya 
berkunjung ke suatu instansi terkait yaitu SATPOL AIR POLRES Gresik 
yang menanyakan/ mewawancarai sebuah informasi untuk lebih lanjutnya 
mengenai tentang judul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap 
Implementasi Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 
2009 Tentang Perikanan (Studi Kasus Pemakaian Jaring Trawl Di 
Karang Tumpuk – Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik)”. 
Pada selanjutnya itu salah satu pihak dari SATPOL AIR POLRES 
Gresik berkenan untuk menjelaskan maupun menerangkan satu demi 
persatu secara jelas, mengerti serta perlahan-lahan dengan rinci dan runtut 
mengenai hal judul yang saya buat ini. Dari semuanya itu setelah bertanya-
tanya/ mewawancarainya untuk terkait mengenai judul yang saya angkat 
ini akhirnya pihak dari SATPOL AIR POLRES Gresik menyetujui 
ataupun memperbolehkan untuk meneruskan judul yang saya angkat untuk 
bahan tugas akhir perkuliahan tersebut. 
b. DINAS PERIKANAN Gresik 
Dalam kesempatan yang ke-2 (dua) peneliti melakukan penggalian 
data sekaligus uji materi di kantor Dinas Perikanan Kec. Kebomas, Kab. 
Gresik, yang kemudian menghasilkan beberapa referensi berharga, antara 
lain: 
1) Produksi Penangkapan Ikan Di Tahun 2018. 
 



































2) Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) DI KABUPATEN GRESIK 
TAHUN 2019 adalah sebagai berikut: 
- 139 Kelompok 
- 10 Kecamatan 
- 67 Desa 
- 6.423 jumlah anggota 
 
Tabel Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) di Kabupaten Gresik tahun 
2019 terlampir pada daftar lampiran. 
3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
2/PERMEN-KP/ 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat (Seine 
Nets) Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. 
4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 
71 /PERMEN-KP / 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan 
Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan 
Negara Republik Indonesia. 
2. Teknik Analisis Data Kualitatif 
Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang 
bermakna sehingga dapat dipahami. Patton (1990) berpendapat bahwa tidak 
ada cara yang paling benar secara absolut untuk mengurai, menganalisis, dan 
mengolah data kualitatif. Dan juga merupakan tahap dari pertengahan 
serangkaian dalam suatu penelitiaan yang punya fungsi sangat penting. 
Karena itu, maka prosedur analisis data dalam penelitian ini didasarkan 
kepada sejumlah teori (Creswell, 1994; Patton, 1990; Bogdan & Taylor, 
 



































1984) dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.Analisis dilakukan terhadap 
data berdasarkan logika induktif. Analisis akan bergerak dari sesuatu hal yang 
khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di lapangan, ke arah suatu temuan 
yang bersifat umum, yang akan muncul lewat analisis data berdasarkan teori 
yang digunakan.Namun pada kesempatan ini penulis ingin mengkaji mulai 
dari pengertian analisis data, modus analisis data, tahapan analisis data, dan 
model analisis data dalam penelitian kualitatif. 
Adapun hal-hal yang berhubungan dengan teknik data kualitatif 
adalah sebagai berikut:  
a. Teknik Deskriptif Kualitatif 
Data kualitatif berbentuk deskriptif yaitu, berupa kata-kata ataupun 
kalimat-kalimat lisan maupun tulisan tentang tingkah laku manusia yang 
dapat diamati.Data kualitatif dapat di bagi menjadi 3 (tiga) jenis sebagai 
berikut:  
1) Hasil pengamatan: uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan 
tingkahlaku yang diamati dilapangan. 
2) Hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang 
tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam 
kesempatan wawancara mendalam. 
3) Bahan tertulis: petikan atau kesuluruhan dokumen, surat menyurat, 
rekaman, dan kasus sejarah.  
Analisis data dalam penelituian kualitatif mengharuskan peneliti 
bersifat cermat dan tekun. Peneliti harus focus pada tujuan penelitian dan 
 



































pengumpulan data yang di butuhkan. Kemudian barulah peneliti masuk ke 
tahap selanjutnya dalam penelitian yaitu analisi data. Peneliti dengan 
metode ini lebih banyak melakukan pendekatan dan perkenalan kepada 
subjek penelitiannya, sehingga lebih banyak membutuhkan waktu untuk 
melakukan pertemuan-pertemuan dengan subjek penelitian. 
b. Analisis Data Observasi 
Metode observasi (pengamatan langsung) adalah metode 
pengumpulan data dengan mengamati secara langsung di lapangan. 
Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, 
mengukur, dan mencatat kejadian-kejadian yang ada. 
1) Digunakana untuk meneliti dan telah direncanakan secara sistematik 
teknik. 
2) Harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. 
3) Dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan 
bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. 
4) Dapat diperiksa dan dikontrol validitas dan realibilitasnya. 
Adapun ciri-ciri umum observasi adalah sebagai berikut: 
1) Jelas diketahui objek yang diamati. 
2) Perilaku dibuat dalam kategori-kategori. 
3) Unit yang digunakan dalam pengukuran perilaku harus ada. 
4) Derajat inferensi yang digunakan harus jelas diketahui. 
5) Jenis serta besar sampel harus ditentukan. 
6) Pengamatan harus reliabel dan valid. 
 




































Bentuk-bentuk observasi antara lain: 
1) Berdasarkan Keterlibatan Penelitinya 
a) Observasi Biasa 
Pengamat merupakan orang yang sepenuhnya melakukan 
observasi. Ia tidak memiliki keterlibatan apapun dengan objek 
penelitiannya. 
b) Observasi Terkendali 
Observasi terkendali adalah observasi yang sama dengan 
observasi biasa. Namun, sasaran penelitian ditempatkan dalam suatu 
ruangan yang terbatas untuk diamati dan diadakan berbagai 
percobaan oleh peneliti atau pengamat. 
c) Observasi Terlibat (Partisipasi) 
Dalam observasi jenis ini, peneliti terlibat dan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat yang dijadikan objek 
penelitian. Maksudnya, peneliti datang dan tinggal di tengah 
masyarakat tersebut selama jangka waktu tertentu. 
c. Analisis Wawancara Tersembunyi 
Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan 
wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung 
kepada responden. Cara inilah yang banyak dilakukan di Indonesia 
belakangan ini.Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari 
setiap survey. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang 
 



































hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden. 
Data semacam itu merupakan tulang punggung suatu penelitian survey. 
1) Pengertian mengenai Wawancara 
Yang dimaksud dengan wawancara menurut Nazir (1988) 
adalah proses wawancara dalam memperoleh keterangan untuk tujuan 
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si 
penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan 
menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 
wawancara). 
Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang 
berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu 
proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat 
membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari adalah antara 
lain sebagai berikut: 
a) Pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal 
sebelumnya. 
b) Responden selalu menjawab pertanyaan. 
c) Pewawancara selalu bertanya. 
d) Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, 
tetapi harus selalu bersifat netral. 
e) Pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat 
sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide. 
 



































Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan 
tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan 
kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab 
‘sepihak’ berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, 
sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau 
tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat mengetahuibahwa Tanya 
jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada 
tujuan penelitian yang dilakukan. 
Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode 
primer, pelengkap atau sebagai kriterium (Hadi, 1992). Sebagai metode 
primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang 
utama guna menjawab pemasalahan penelitian. Sebagai metode 
pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode 
lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu 
penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji 
kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu 
dilakukan, misalnya, untuk memeriksa apakah para kolektor data 
memeang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu 
penelitian, untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sample 
subjek tertentu. 
d. Data Kalkulasinya 
Data artinya sajian informasi yang berupa tulisan, gambar rekaman 
suara, rekaman video, tabel maupun grafik yang dijadikan alat bukti 
 



































sebuah peristiwa. Sedangkan kalkulasi yaitu perhitungan ataupun 
penjumlahan atau akumulasi dari beberapa hal. Jadi yag dimaksud data 
kalkulasi ini adalah rekam informasi yang dikumpulkan dalam pemenuhan 
sebuah laporan. 
3. Indikator Keberhasilan Penelitiaan 
Dalam sebuah penelitian (riset) pasti memliki rencana, metodologi 
dalam sebuah penelitian sekaligus indikator keberhasilan penelitian tersebut. 
Untuk membuat barometer dalam sebuah keberhasilan penelitian itu 
setidaknya seorang peneliti memiliki tolak ukur sesuai dengan ekspektasi 
sebagai wujud keberhasilan dalam risetnya. 
Adapun indikator keberhasilan dalam sebuah penelitian adalah 
sebagai berikut: 
a. Memiliki outlet yang jelas sesuai dengan tema penelitian. 
b. Memiliki daftar pustaka yang representataif sesuai dengan tema penelitian. 
c. Mendapatkan rekam jejak ataupun data-data yang reel tentang tema 
penelitian. 
d. Menginventarisir data/ bukti-bukti dilapangan sebagai wujud penelitian 
kualitatif (lapangan). 
e. Menyusun sebuah laporan penelitian secara sistematis yang dilampiri 
dengan gambar, tabel, grafik maupun lampiran-lampiran lain yang sudah 
didapatkan di lapangan. 
f. Lulus uji materi secara akademis. 
 
 



































B. Analisis Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemakaian Jaring Trawl 
Menurut Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan Di Karang Tumpuk Campurejo Gresik. 
 Sesuai dalam pandangan hukum pidana Islam, terhadap penangkapan 
ikan yang menggunakan jaring trawl (pukat harimau) merupakan bentuk 
kesalahan atau kejahatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan 
ekosistem perairan laut. Dalam penerapan hukuman, Islam mempertimbangkan 
wujud keadilan dengan diberikannya hukuman bagi para nelayan penangkapan 
ikan tersebut, supaya mendapatkan efek jera dan tidak mengulanginya kembali.  
Penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan jaring trawl 
merupakan pelanggaran hukum yang sudah ditetapkan diperairan suatu negara, 
dan dalam hukum pidana Islam masuk kedalam pembahasan jarimah ta’zir 
(hukuman yang memberikan suatu pendidikan maupun pembinaan). Dalam 
implementasinya hukuman yang berupa jarimah ta’zir tersebut ada yang 
ditentukan oleh syara’ (Qur’an dan Hadits) dan adapula yang tidak 
dijelaskan/ditentukan secara pasti. Jarimah ta’zir ada yang menyangkut hak 
Allah adapula yang menyangkut hak manusia/antar sesama. 
Dari penjelasan mengenai jarimah ta’zir yang sudah pernah diuraikan 
disub bab sebelumnya oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa ta’zir adalah 
sanksi/hukuman yang diberlakukan kepada setiap pelaku jarimah yang 
melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia.            
1. Penerapan Sanksi Tindak Pidana Islam Terhadap Pemakaian Jaring 
Trawl (Pukat Harimau) Di Karang Tumpuk Campurejo Gresik 
 



































Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pemakai jaring trawl (pukat 
harimau) dipandang. sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma, baik 
dari segi norma agama, hukum, maupun lingkungan. Untuk menilai ataupun 
mengukur suatu perbuatan sebagaitindak kejahatan tergantung dari nilai dan 
pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik dan 
bermanfaat bagi masyarakat hingga besarnya tingkat ke mudharatan 
perbuatan tersebut. 
Pemakaian jaring trawl (pukat harimau) merupakan salah satu kasus 
yang perlu mendapatkan perhatian khsus baik dari dinas perairan maupun 
POLRES SATPOL AIR setempat karena kasus ini merupakan masalah sosial 
yang berdampak buruk dalam kesenjangan sosial dimasyarakat hingga 
terjadinya perusakan kelestarian lingkungan. 
Untuk mengetahui pertimbangan hukum pidana islam tentang 
kesenjangan sosial maupun perampasan hak secara sosial hingga perusakan 
kelestarian lingkungan pihak-pihak yang terkait mempertimbangkan kembali 
sesuai dengan dasar Al-Qur’an dan Hadits. Dalam hal ini telah dijelaskan 
dalam surat Al-Baqarah ayat 188. 
ْلَباميلي  َنُكْم ابي َا صيََل اَْلُكَّامي ليَتْأُكلُ  َواَل َتَُْكُلوا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ ْن َوتُْدُلوا ِبي وا َفرييقوا مي
ْثْي َوَأنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن۝ ْْلي  َأْمَوالي النَّاسي ابي
Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 
lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) 
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu 
dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu 
dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. [Q.S. 
Al Baqarah/2 Ayat 188]. 
  
 



































Surat Ar-Rum Ayat 41 
لمِذى ْحِر ِبَا َكَسَبْت أَْيِدى ٱلنماِس لُِيِذيَقُهم بَ ْعَض ٱَظَهَر ٱْلَفَساُد ِِف ٱْلَبِِ َوٱْلبَ     
   َعِمُلو۟ا َلَعلمُهْم يَ ْرِجُعونَ 
Artinya:  ” Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 
kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, 
agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Q.S. Ar Rum: 41).  
  
قال أبو بكر رضى هللا عن ُ ملا بعث اجلنود حنو الشام : . . وال تغرقن خنَ وال حترقنها 
وال تعقروا ِبيمة وال شجر  تثمر وال هتدموا بيعة وال تقتلوا الولدان وال الشيوخ وال 
 النساء . )روا  البيهقي ِف السنن(
Artinya:  Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ’anhuma bahwa 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melewati bangkai 
seekor kambing. Beliau berkata, “Tidakkah kalian 
memanfaatkan kulitnya?” Sahabat-sahabat menjawab, “Tapi 
kambing ini bangkai.” Nabi bersabda, “Yang diharamkan dari 
kulit bangkai itu hanyalah memakannya.”  
 
2. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemakaian Jaring Trawl 
(Pukat Harimau) Di Karang Tumpuk Campurejo Gresik 
Dalam hukum pidana Islam itu sendiri, para nelayan yang 
menggunakan jaring trawl (pukat harimau) berhak mendapatkan sanksi 
berupa ta’zir, dalam hal ini adalah pembinaan intensif agar tidak mengulangi 
perbuatannya.  
Maka dari itu untuk nelayan yang memakai jaring trawl (pukat 
harimau) ditahun 2019 sampai tahun 2020 ini ada 200 kapal dan ada 600 
orang nelayan yang sudah memakai alat penangkapan jaring trawl (pukat 
 



































harimau) tersebut telah mendapatkan ta’zir berupa teguran sekaligus 
pembinaan.  
Bahwa selain itu dalam unsur pemakaian jaring trawl (pukat harimau) 
khususnya di Desa Karang Tumpuk Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik 
memiliki kriteria sebagai tinjauan yang dianggap ilegal ataupun dilarang 
apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dengan demikian pemakaian 
jaring trawl (pukat harimau) baru dianggap sebagai tindakan ilegal yang 
sempurna. Jika tindakan pemakaian jaring trawl (pukat harimau) sudah 
dianggap sebagai tindakan ilegal yang sempurna maka otomatis yang terjadi 
ialah hukuman ta’zir bagi pelakunya. 
Unsur pemakaian jaring trawl (pukat harimau) dalam hukum pidana 
islam adalah sebagai berikut: 
a. Menjaring ikan secara diam-diam dalam skala besar. 
b. Penangkapan ikan yang tidak proporsional sehingga bisa mengakibatkan 
ikan kecil dan terumbu karang ikut terjaring. 
c. Terjadi perusakan diawah laut.  
Setap habitat yang ada dibawah laut psti memiliki ekonomi tersendiri, 
nilai tersebut sangat relatif dan tergantung pula pada jenisnya masing-masing. 
Berkaitan dengan penangkapan ikan yang menggunakan jaring tawl (pukat 
harimau) tentu tidak jauh dari kata satuan berat Ton, sebab dalam 
penangkapan tersebut nyata telah menggunakan alat bantu dalam skala besar 
yang pada umumnya dilakukan secara diam-diam. Hasil penangkapan ikan 
yang memenuhi jumlah sekian ton dalam muatan lebih dari 10 GT (Gross 
 



































Tonnage) menjadi unsur terpenuhinya suatu tindak pidana yang 
mengakibatkan jatuhnya hukuman ta’zir. 
 
C. Hasil Perolehan Penelitian Dan Pembahasan 
1. Gambaran Umum Kondisi Tempat Penelitiaan 
a. Gambaran Kondisi Di Dusun Karang Tumpuk, Desa Campurejo, 
Kec.Panceng, Kab. Gresik 
Panceng sebuah di KabupatenGresik, Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia. Yang terdiri dari 14 Desa/ kelurahan. Kecamatan 
Panceng terletak di ujung paling barat dari Kabupaten Gresik, berbatasan 
langsung Kabupaten Lamongan. LETAKGEOGRAFIS: Sebelah utara 
angsung menghadap ke Laut Jawa barat berbatasan Kecamatan Paciran, 
Kabupaten Lamongan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan 
Solokuro, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Dukun dan kecamatan 
Sidayu Kabupaten Gresik sedangkan sebelah timur berbatasan dengan 
Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Ibu kota kecamatan berada 
di desa Prupuh yang juga merupakan desa percontohan. Pembagiannya 
sebagai berikut: 
1) Pembagian Wilayah Administratif 
Secara administratif, Kecamatan Panceng terbagi menjadi 14 
desa, dengan beberapa desa memiliki beberapa dusun. Adapun nama-
nama desa dan dusunnya adalah: 
 
 



































a) Desa Doudo 
b) Desa Wotan 
c) Desa Petung 
d) Desa Sukodono 
e) Desa Serah 
f) Desa Surowiti, memiliki dua dusun: Dusun Gampeng dan Dusun 
Panceng 
g) Desa Sumurber 
h) Desa Ketanen, memiliki dua dusun: Dusun Lemahireng dan Dusun 
Sono 
i) Desa Pantenan 
j) Desa Siwalan, memiliki dua dusun: Dusun Bejan dan Dusun Siwalan 
k) Desa Prupuh, memiliki satu dusun: Dusun Sebero 
l) Desa Dalegan, memiliki tiga dusun: Dusun Mulyorejo (d/h Dusun 
Belut), Dusun Wonorejo (d/h Mojokopek), dan Dusun Larangan 
m) Desa Banyutengah 
n) Desa Campurejo (d/h Desa Camplung), memiliki dua dusun: Dusun 
Rejodadi (d/h Dusun Mojosir), Dusun Karang Tumpuk. 
2) Potensi Daerah 
Potensi Alam yaitu suatu potensi yang terkandung dari 
Kecamatan Panceng adalah potensi bahari dan potensi darat. Potensi 
bahari Panceng, yang didukung dengan garis pantai yang cukup 
panjang menjadikan Kecamatan Panceng menjadi daerah nelayan yang 
 



































merupakan sentra penangkapan ikan di wilayah Kabupaten 
Gresik.Adapun dari potensi daratnya, Kecamatan Panceng memiliki 
jenis tanah yang sebagian besar berkapur, karena termasuk dalam 
jalur Pegunungan Kapur Utara. Hal ini membuat tanah Kecamatan 
Panceng cocok untuk ditanami tanaman yang tidak terlalu 
membutuhkan air, misalnya jati dan siwalan. Adapun pada beberapa 
tempat, jenis tanah yang ada terdapat juga tanah aluvial (utamanya di 
tepi Sungai Bengawan Solo), tanah lempung dan tanah merah di 
wilayah Timur.Potensi WisataKecamatan Panceng memiliki dua objek 
wisata penting bagi Kabupaten Gresik, yakni:Pantai 
Wisata Dalegan atau sering dikenal dengan Pantai Pasir Putih di Desa 
Dalegan. Petilasan Sunan Kalijaga di Dusun Gampeng Desa 
Surowiti.Selain kedua objek wisata tersebut, Kecamatan Panceng juga 
memiliki daya tarik berupa perbukitan kapur yang sering digunakan 
sebagai tempat berkemah dan 'outbound', hutan jati yang tersebar dari 
wilayah Wotan hingga Desa Prupuh, daerah perkebunan mangga 
Galasari, dan pasar sapi di Dusun Panceng. 
3) Potensi Industri: 
Potensi industri yang bisa dikembangkan di Kecamatan 
Panceng adalah industri pupuk dolomit dan industri mebel/pengolahan 
kayu. Hal ini dikarenakan kesemua itu bahan bakunya mudah didapat 
di daerah ini. Adapun potensi industri lainnya adalah potensi industri 
makanan dan minuman, yang mana Kecamatan Panceng sendiri 
 



































memiliki produk unggulan yakni air legen/nira dan siwalan/ental yang 
mayoritas produksinya di Dusun Larangan. 
4) Desa Campurejo 
Nama Instansi : Desa Campurejo 
Alamat : Jl. Gelora No. 14 Campurejo Panceng 
Telp/Fax : 081331842018 
Email : -- 
Produk Unggulan : Petis Ikan 
Dana Desa Tahun 2019 : Rp. 1.108.741.000,00 
5) NAMA DAN JABATAN PERANGKAT DESA 
No Nama Jabatan 
1. 
AMUDI, S.Pd Kepala Desa 
2. 
.MOHAMMAD ZAIM Sekretaris Desa 
3. 
ABD. KHOLIKUL UMAM 
Kepala Tata Usaha dan 
Umum 
4. 
















SUJA'I SM Kepala Seksi Pelayanan 
9. 
MOH. KHOZIN Kepala Dusun 
10. 
ABD. KARIM Kepala Dusun 
 
 




































Tabel 1. Struktur Jabatan Desa Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik 
2. Gambaran Kondisi Peneliti 
Peneliti adalah mahasiswa Universita Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya (UINSA) semester 8 dari prodi Hukum Pidana Islam (HPI), 
Fakultas Syari’ah Dan Hukum  asal kedurus Kec. Karang Pilang Kel. Kedurus 
kota Surabaya yang sedang meneliti di Dusun Karang Tumpuk, Desa 
Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik dengan judul yang diangkat dalam 
skripsi kali ini yaitu Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi 
Pasal 85 Juncto Pasal 9 Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang 
Perikanan (Studi Kasus Penggunaan Jaring Trawl Di Karang Tumpuk – 
Campurejo, Kec. Panceng, Kab. Gresik). 
3. Gambaran Kondisi Nelayan Di Dusun Karang Tumpuk, Desa 
Campurejo,Kec. Panceng, Kab. Gresik 
Gambaran Kondisi Nelayan di Desa Campurejo, Kec. Panceng, Kab. 
GresikWilayah pesisir Gresik tersebut merupakan wilayah yang mempunyai 
potensi sumber daya alam yang melimpah, namun wilayah pesisir juga 
mempunyai kelemahan yaitu dijadikan tempat pembuangan berbagai limbah 
 



































industri maupun sampah dari aktifitas penggunaan jaring trawl yang masif. 
Adanya pembangunan PPI dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat 
nelayan Campurejo, namun dampak dari pembangunan juga dapat 
mempengaruhi ekosistem yang ada di kawasan pesisir dan sekitarnya. Meski 
sudah dilarang oleh pemerintah, nelayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 
masih memakai alat tangkap jenis trawl. Dinas Perikanan menyebut, ada 133 
nelayan di Kota Pudak Gresik memakai alat jaring trawl. 
Bahkan pemakaian jaring trawl itu membuat satu nelayan asal Desa 
Campurejo dengan inisial S ditangkap saat menggunakan jaring trawl oleh 
Satpolairud beberapa hari yang lalu. Nelayan pemakai trawl terbanyak 
dipakai oleh nelayan di Desa Campurejo, Kecamatan Panceng yang mencapai 
103 orang. Sedangkan 30 lainnya dipakai nelayan Desa Pangkahkulon, 
Kecamatan Ujungpangkah. Bahkan baru-baru ini SATPOLAIRUD POLRES 
GRESIK telah menangkap salah satu pemamkai jaring trawl dengan inisial 
AZA di perairan Gresik dengan menggunakan kapal motor nelayan (KMM) 
PIPIT SADEWO.   
Data berita acara serah terima pelimpahan perkara terlampir pada daftar 
lampiran 
 
Kasi Kenelayanan, Dinas Perikanan Gresik, Zainal Abidin 
mengatakan, pihaknya sudah maksimal dalam menyosialisasikan ke nelayan 
agar tak memakai jaring trawl. Bahkan data tahun 2018 yang lalu, ada 
kenaikan nelayan yang memakai trawl.pihaknya kesulitan untuk mengubah 
 



































perilaku nelayan agar mau menggunakan jaring ramah lingkungan. Bahkan 
kewenangan DKP Gresik hanya sebatas sosialisasi bukan penindakan. 
Ratusan Nelayan di Gresik Masih Pakai Jaring Trawl. Meski sudah 
dilarang oleh pemerintah, nelayan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih 
memakai alat tangkap jenis trawl. Dinas Perikanan menyebut, ada 133 
nelayan di Kota Pudak memakai alat jaring trawl. Bahkan pemakaian jaring 
trawl itu membuat satu nelayan asal Desa Campurejo ditangkap diperairan 
Madura oleh Satpolairud Polres Bangkalan beberapa hari yang lalu. Nelayan 
pemakai trawl terbanyak dipakai oleh nelayan di Desa Campurejo, 
Kecamatan Panceng yang mencapai 103 orang. Sedangkan 30 lainnya dipakai 
nelayan Desa Pangkahkulon, Kecamatan Ujungpangkah. Kasi Kenelayanan, 
Dinas Perikanan Gresik, Zainal Abidin mengatakan, pihaknya sudah 
maksimal dalam menyosialisasikan ke nelayan agar tak memakai jaring trawl. 
Bahkan data tahun 2018 ini, ada kenaikan nelayan yang memakai 
trawl. "Bertambah puluhan, kalau dulu kisaran seratus lebih sedikit, kalau saat 
ini ada 133 nelayan yang pakai jaring trawl," kata Zainal, Senin (29/10/2018). 
Zainal mengakui, pihaknya kesulitan untuk mengubah perilaku nelayan agar 
mau menggunakan jaring ramah lingkungan. Bahkan kewenangan DKP 
Gresik hanya sebatas sosialisasi bukan penindakan. Salah satu alasan nelayan 
yang memakai trawl karena rata-rata sudah memakai sejak dahulu karena 
hasil ikannya cukup besar. Bahkan, pada tahun 2014 nelayan Campurejo 
sudah diberikan bantuan alat tangkap namun tak dipakai. Ke depan, untuk 
mengganti jaring trawl yang dipakai nelayan , Dinas 
 



































Perikanan Gresik berencana untuk melakukan uji coba memakai alat ramah 
lingkungan dengan hasil besar. Namun belum menemukan alat tangkap yang 
cocok. Belum ada formulasi alat tangkap yang ramah lingkungan dengan 
menghasilkan banyak ikan. 
Bahkan data dalam tahun 2019 sampai tahun 2020 ini ada 200 kapal 
dan ada 600 orang nelayan yang sudah memakai alat penangkapan jaring 
trawl (pukat harimau) di wilayah perairan setempat kata pak sangga selaku 
bagan SATPOL AIRUD POLRES Gresik.      
2. Hasil Penelitiaan 
a. Hasil Temuan Awal 
Jadi untuk hasil temuan awalnya yaitu ketika peneliti pertama kali 
berkunjung disuatu tempat khususnya wilayah di Dusun Karang Tumpuk, 
Desa Campurejo, Kec.Panceng, Kab. Gresik tersebut, telah menemukan 
sebuah fakta yang bahwasanya benar-benar terjadi orang nelayan setempat 
melakukan maupun mempraktekkan penangkapan ikan dengan memakai 
alat pukat harimau atau disebut juga dengan (jaring trawl), dan dibeberapa 
lokasi penangkapan setempat ternyata rata-rata disitu masih memakai alat 
penangkapan ikan dengan jaring payang maupun cantrang itu sebutan 
bahasa orang di desa setempat tetapi dengan hal begitu sepertinya sama 
saja istilahnya dengan pukat harimau (jaring trawl) akan tetapi cuman 







































b. Hasil Pelaksanaan Observasi 
1) Hasil Observasi Pada Siklus Pertama 
Untuk siklus pertama dalam observasi penelitian ini, peneliti 
melakukan kunjungan sebanyak 2x dibulan november untuk 
pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh 
oleh peneliti dalam siklus ini disajikan dalam lampiran. 
2) Hasil Observasi Pada Siklus Kedua 
Jadi untuk siklus yang kedua ini, peneliti berkunjung disuatu 
instansi terkait tempatnya SATPOL AIR POLRES Gresik disana telah 
melakukan sebuah wawancara dan dokumentasi sebagai bentuk bahan 
penelitian selanjutnya sekaligus mendapatkan rekomendasi dan 
dukungan positif dalam melanjutkan penelitiaan jaring trawl serta 
kebijakan-kebijakan instansi terkait di wilayah Gresik. 
3) Hasil Observasi Pada Siklus Ketiga 
Untuk observasi siklus selanjutnya, peneliti melakukan 
kunjungan disuatu instansi khususnya Dinas Perikanaa Gresik disana 
peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta dukungan yang 
positif dari pihak setempat dalam kelanjutan hal penelitiaan tersebut. 
4) Hasil Observasi Pada Siklus Keempat 
Untuk siklus observasi yang berikutnya, peneliti telah 
berkunjung disebuah instansi terkait untuk tempatnya SATPOL AIR 
POLRES Bangkalan Jawa Timur disitu peneliti mendapatkan data-data 
yang dibutuhkan sebagai bahan-bahan perlengkapan penelitiaan, 
 



































dengan begitu pihak setempat telah memberikan dukungan yang positif 
dalam kelanjutan penelitiaan ini. Selain itu peneliti mendapatkan data 
dan dokumen sebagai lampiran hasil observasi yang bisa dipertanggung 
jawabkan. 
3. Pembahasan 
a. Aktivitas Peneliti Selama Observasi 
Dalam memenuhi tugas akhir yang berupa penelitiaan skripsi, 
peneliti selalu intens melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing dan 
sekretaris prodi fakultas syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri 
Sunan Ampel Surabaya. Dalam perjalanan melakukan observasi 
dilapangan, peneliti senantiasa melakukan rekam jejak baik melalui media 
wawancara maupun dokumentasi yang berupa gambar ataupun video. 
Selain itu peneliti melakukan studi wisata di pesisir pantai delegan untuk 
mengamati aktivitas sebagaian besar masyarakat disana. 
Selama melakukan wawancara dengan beberapa nelayan di desa 
Campurejo Kec. Panceng Kab. Gresik, peneliti sempat mendapatkan 
sedikit kebingungan atas istilah-istilah yang biasa dipakai oleh beberapa 
nelayan maupun masyarakat sekitar mengenai sebutan jaring pengkap 
ikan. 
Dalam satu kesempatan, peneliti melakukan diskusi singkat 
bersama dengan beberapa staf di Dinas Perikanan kabupaten Gresik 
perihal solusi pencegahan penggunaan alat penangkap ikan yang berupa 
pukat harimau (jaring trawl) sekaligus meningkatkan sosialisasi secara 
 



































intens kepada para nelayan secara individu maupun kelompok-kelompok 
nelayan tentang penggunaan alat penangkap ikan yang lebih aman serta 
ramah lingkungan. 
b. Aktivitas Para Nelayan Selama Observasi 
Dalam kunjungan pertama kali di Dusun Karang Tumpuk, Desa 
Campurejo Kab. Gresik, peneliti melakukan pengamatan dibeberapa spot 
lokasi sekitar perairan Dusun Karang Tumpuk. 
Selain sebagaian besar warga disana berprofesi sebagai nelayan, 
ada juga para pemuda-pemudi serta ibu rumah tangga yang memiliki 
keterampilan-keterampilan unik sebagai pembuat aksesoris yang bernilai 
ekonomis. 
Para nelayan disekitar Desa Campurejo menggunakan jaring trawl 
yang mayoritas hasil buatan (rakitan) sendiri. Biasanya mereka mencari 
ikan dimalam hari namun ada juga yang berangkatnya setelah matahari 
tenggelam. Disiang hari mereka sudah mulai berdatangan dengan 
membawa hasil berkwintal-kwintal hasil tangkapan dari laut. Setelah itu 
mereka menemui para penadah yang siap membawa hasil produktivitas 
dilaut menuju tempat pelelangan ikan (TPI) atau para penjual lokal. 
c. Aktivitas Para Penegak Hukum Selama Observasi 
Untuk mendapatkan informasi-informasi penting selama 
observasi, peneliti dengan sabar menunggu kesempatan untuk bisa 
bertemu dengan beberapa staf di Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dan 
beberapa staf SATPOL AIR POLRES Gresik. Selain itu juga peneliti 
 



































sempat melakukan dialog interaktif bersama dengan mereka seputar 
penggunaan alat-alat penangkap ikan ilegal diperairan Gresik serta 
kebijakan-kebijakan hukum yang sudah benar-benar diterapkan secara 
tegas maupun kebijakan yang bersifat intoleransi. 
Di kesempatan berbeda, peneliti juga melakukan tindak lanjut ke 
perairan wilayah hukum di kota Bangkalan disinyalir terdapat 
penangkapan beberapa nelayan dari warga Gresik perihal penggunaan alat 
tangkap ikan yang berupa pukat harimau (jaring trawl). 
d. Hasil Temuan Kasus Pemakaian Pukat Harimau (Jaring Trawl) 
Dalam rangka perjalanan observasi, penulis berhasil menemukan 
bukti-bukti fisik temuan kasus pukat harimau (jaring trawl). Penulis 
sempat diajak oleh salah satu staf SATPOL AIR POLRES Bangkalan 
menuju ruang tempat penyimpanan alat-alat tangkap ikan ilegal, seperti 
yang terlampir dibawah ini. 
 
Gambar 1. Hasil Temuan Kasus Pukat Harimau (Jaring Trawl)-Lampiran 
 
e. Analisis Hasil Wawancara 
1) Wawancara Dengan Pemakai Jaring Trawl 
Dalam kesempatan tertentu, penulis mencoba untuk menemui 
salah satu nelayan yang bernama pak joko sebagai pengguna pukat 
harimau (jaring trawl). Beliau menceritakan tentang aktivitasnya 
sebagai nelayan sekaligus penangkap ikan yang menggunakan jaring 
trawl. 
 



































Biasanya beliau mulai berangkat berlayar menangkap ikan 
mulai pukul 03.00Wib dini hari, “Saya itu biasanya kalau berangkat jam 
3 malam,  pulangnya jam segini ini (pukul 11:00 Wib siang)/ red”. 
“Malah orang-orang ada yang pulangnya setelah ashar”, imbuhnya. 
Rata-rata nelayan di Desa Campurejo menggunakan jaring trawl 
mini yang oleh mereka disebut sebagai payang ataupun cantrang.  
“Orang-orang sini mayoritas menggunakan payang”, kata pak joko. 
2) Wawancara Dengan SATPOL AIR POLRES Gresik 
Dalam kunjungan ke kantor SATPOL AIR POLRES Gresik, 
peneliti menemui AIPTU Bapak Hajar Widagdo untuk melakukan 
wawancara seputar penggunaan alat tangkap ikan yang berupa pukat 
harimau (jaring trawl), sekaligus pembahasan undang-undang dan 
peraturan menteri tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat 
penangkap ikan yang berupa pukat harimau (jaring trawl). 
Beliau menjelaskan bahwasanya undang-undang NO 31 Tahun 
2004 dirubah ke Undang-Undang No.45 Tahun 2009 dengan tujuan 
untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan pemerintah agar para 
nelayan yang biasa menggunakan pukat harimau (jaring trawl) bisa 
lebih bijaksana dalam ikut melestarikan lingkungan perairan di 
Indonesia, khususnya di perairan Gresik dan sekitarnya. “Dulu itu kami 
memakai Undang-Undang No 31 Tahun 2004 untuk menangani orang-
orang yang menggunakan jaring trawl, namun tataran berikutnya telah 
 



































terjadi perubahan dengan menggunakan Undang-Undang No. 45 Tahun 
2009”, kata AIPTU Hajar Widagdo. 
Beliau juga berharap agar Dinas Perikanan Kabupaten Gresik 
bisa menjalankan fungsi secara seinergis dengan pihak SATPOL AIR 
POLRES Gresik. “Kami selalu mengedepankan sisi kemanusiaan dan 
kebijakan dengan konsep-konsep sosial namun tetap melakukan 
prosedur hukum yang berlaku”. Imbuhnya. 
 
Gambar 2. Wawancara Dengan Bapak AIPTU Hajar Widagdo – 
Lampiran 
 
Beliau sempat mengungkapkan para kelompok nelayan pernah 
mengajukan MOU dengan instansi ataupun Dinas Perikanan Kabupaten 
Gresik untuk menyepakati penggunaan alat-alat tangkap ikan (jaring 
trawl) dengan standart dibawah 6 GT untuk alat tangkap ikan warga 
Desa Campurejo. Sehingga beliau tetap melakukan prosedur hukum 
yang berlaku namun tetap mengedepankan sisi kemanusiawian serta 
efek jerah bagi para nelayan yang menggunakan jaring trawl. 
 
Gambar 3. Lokasi Dibelakang Kantor SATPOL AIR POLRES Gresik 
– Lampiran 
 
Pasal 85 Juncto Pasal 9 adalah dasar utama bagi SATPOL AIR 
POLRES Gresik untuk melakukan penangkapan terhadap para nelayan 
atau siapapun yang berlayar untuk menangkap ikan dengan 
 



































menggunakan pukat harimau (jaring trawl) hingga memberikan efek 
jerah dengan cara mereka membuat surat pernyataan untuk tidak 
menggunakan jaring ilegal yang sudah ditentukan oleh Undang-
Undang maupun peraturan menteri yang sudah berlaku. “Mereka tetap 
kami tangkap jika masih menggunakan alat penangkapan ilegal, tetapi 
kami memberiakn toleransi dengan cara membuat surat pernyataan agar 
tidak mengulanginya kembali”, jelasnya. 
Kemudian dikesempatan terakhir setelah kami menyelesaikan 
wawancara beliau mengajak kami menuju lokasi penyimpanan barang-
barang bukti hasil tangkapan SATPOL AIR POLRES Gresik. 
 
Gambar 4. Barang Bukti Jaring Trawl (Pukat Harimau) Di SATPOL AIR 
POLRES Gresik – Lampiran 
Gambar 5. Halaman Depan Di SATPOL AIR POLRES Gresik – Lampiran 
Gambar 6. Kantor SATPOL AIR POLRES Gresik – Lampiran 
Gambar 7. Diskusi SATPOL AIR POLRES Gresik Terkait Nelayan Yang 
Menggunakan Jaring Sejenis Trawl (Pukat Harimau) 
 
3) Wawancara Dengan Dinas Perikanan Gresik 
Setelah mendapatkan info serta penjelasan berharga dari AIPTU 
Hajar Widagdo seputar Undang-Undang dan peraturan menteri serta 
kebijakan-kebijakan otonomi Kabupaten Gresik, peneliti mencoba 
untuk mendatangi kantor Dinas Perikanan Gresik. Di kantor tersebut 
peneliti mendapatkan data tentang kelompok usaha bersama (KUB) di 
Kabupaten Gresik tahun 2019 tentang para kelompok nelayan setempat. 
 



































Dalam wawancara singkat dengan Dra. Ec. ANNA SRI ASIH 
AGRIJANTI, M.Ak.selaku pembina Bidang Pengelolaan dan 
Pemasaran Hasil Perikanan penulis bersyukur mendapatkan 
pencerahan mengenai informasi kelompok nelayan binaan sekaligus 
rencana-rencana jangka pendek ataupun jangka panjang tentang 
program Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. “Di perairan Gresik ini 
sudah dibagi per wilayah untuk penangkapan ikannya secara masing-
masing, oleh sebab itu mereka pasti berlayar menangkap ikan di 
wilayah masing-masing”, ujar beliau.    
Nelayan tersebut ditangkap dengan dasar pasal 85 juncto pasal 
9 dan 100B Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perikanan dan 
PERMEN Kelautan dan Perikanan RI NO.71/PERMEN-KP/2016 
tentang jalur penangkapan dan Penempatan alat tangkap ikan di 
wilayah RI, kemudian nelayan tersebut diminta untuk membuat surat 
pernyataan agar tidak mengulanginya lagi serta melakukan wajib lapor 
sebagai efek jerah. 
  
 






































A. Kesimpulan  
1. Hukum pemakaian jaring trawl (pukat harimau) menurut pasal 85 juncto 
pasal 9 undang-undang nomer 45 tahun 2009 dilarang. 
2. Dalam pandangan hukum pidana Islam pemakaian jaring trawl (pukat 
harimau) dihukum ta’zir. Ta’zir dalam konteks Indonesia hukumnya berupa 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 
2000.000.000 (dua miliar rupiah) (pasal 85 undang-undang nomer 45 tahun 
2009 tentang perikanan).  
 
B. Saran 
Berdasarkan sesuai dengan pemaparan dan Penelitian saat dilapangan, 
maka dari itu peneliti memberikan saran kepada nelayan supaya tidak 
menangkap ikan memakai jaring trawl (pukat harimau) karena bisa merusak 
tatanan biota dibawah laut itu sendiri serta mencari solusi untuk menangkap ikan 
dengan peralatan yang lebih aman pastinya.  
Selain itu Instansi dan Dinas terkait untuk lebih tegas dalam menetapkan 
kebijakan hukum tentang pemakaian pukat harimau (jaring trawl) dan alat-alat 
penangkap ikan sejenis yang bisa merusak ekosistem secara jangka panjang 
khususnya di perairan Gresik selain itu, diharapkan Instansi maupun Dinas 
 



































terkait untuk lebih memaksimalkan sosialisasi alat-alat tangkap ikan yang ramah 
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Wawancara 
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